
BUPATI LAMONGAN 

PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

TENTANG 

[ SALINAN J 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas 
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalam rangka mendukung pencapa1an tujuan 

pemerintahan daerah, diperlukan pedoman 
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lamongan; 

b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi 

acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 
melakukan pengelolaan risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sebagai 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Risiko pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan 
Risiko di 
Lamongan; 

Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
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Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, · Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
I 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republjk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah~n 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 



Menetapkan 
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Nomor 87 .Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 

Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Risiko 

pada Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan; 

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018 Nomor 4) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN RJSIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LAMONGAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah- Kabupaten Lamongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 

3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerin tahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Ka bu paten 

Lamongan. 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem 

pengendalian in tern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat 

UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab 

melaksanakan pengelolaan risiko. 

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang 

bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan 

risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah 

dan Perangkat Daerah . 

9. Risiko adalah kemungkinan kej adian yang 

mengancam pencapa1an 

sasaran Perangkat Daerah. 

10. Sisa Risiko adalah 

tujuan kegiatan dan 

risiko setelah 

mempertimbangkan pengendalian yang sudah 

ada. 

11. Analisis 

terhadap 

Risiko adalah proses penilaian 

risiko yang telah teriden tifikasi dalam 

rangka mengestimasi kemungkinan munculnya 

dan besaran dampaknya untuk menetapkan level 

atau status risikonya. 

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 

dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu 
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dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif 

terhadap pencapaian tujuan. 

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 

pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 

Daerah. 

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti 

suatu kegiatan untuk memastikan bahwa 

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma 

yang telah ditetapkan. 

15. Evaluasi adalah rangkaian mem bandingkan 

hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan 

standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
I 

keberhasilan 8:tau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tah un. 

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat 

Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang di berikan kepada Perangka t 

Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

20. Rencana Kerja clan Anggaran Perangkat Daerah 

yang selanjutriya disebut RKA Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
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program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. pengelolaan risiko; 

b. pelaporan. 

BAB II 

PENGELOLAAN RISIKO 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal3 

(1) Pengelolaan risiko dilakukan atas: 

a. tujuan strategis pemerintahan daerah; 

b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan pada tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan 

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko . 

(3) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal4 

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan 

sesua1 dengan nilai-nilai orgamsas1 Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui: 
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a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap 

pegawai di seluruh Perangkat Daerah; 

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap 

proses pengambilan keputusan di seluruh 

tingkatan Perangkat Daerah; dan 

c. pembangunan/ perbaikan lingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko. 

(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manaJemen 

risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang 

baik; dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 

organisasi. 

Bagian Ketiga 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 5 

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk 

Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

risiko; 

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah; 

c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja 

se bagai UPR; 

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; 

dan 

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan 

risiko Pemerintah Daerah. 
(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Bupati dan p1mpman Perangkat Daerah/unit 

kerja sebagai · UPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR 

di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat 

Daerah. 

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

berwenang memberikan keyakinan yang memadai 

atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 6 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 

b. UPR Tingkat Eselon II; dan 

c. UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Pasal 7 

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

Pemerintah Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan 

pemantauan risiko hasil iden tifikasi dan 

analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja 
. . 

masmg-masmg; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit 

kerja masing-masing; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat 

Daerah/unit kerja; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan 

pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis 

risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas: 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 

kegiatan; 

b. melakukan kegiatan penanganan dan 

pemantauan risiko hasil iden tifikasi dan analisis 

risiko; dan 

c. menatausaha~an proses pengelolaan risiko. 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite 

Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas: 

a . Bupati sebagai ketua; 

b. Kepala Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan 

koordinator merangkap anggota; dan 

Pembangunan, 

Daerah sebagai 

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota. 

Pasal 9 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 mempunyai tugas: 

a . melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
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Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko 

di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 

kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Paragraf 1 

Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 10 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan; 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu 

dengan proses manajemen secara keseluruhan, 

menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan 

dengan proses bisnis organisasi. 

(1) 

(2) 

Paragraf 2 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Identifikasi 

diperlukan 

lingkungan 

penciptaan 

risiko. 

Identifikasi 

Pasal 11 

kelemahan lingkungan pengendalian 

untuk menentukan rencana penguatan 

pengendalian dalam mendukung 

Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan 

kelemahan lingkungan pengendalian 
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dilakukan pada . tingkat Pemerintah Daerah dengan 

cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam 

setiap sub unsur. lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf 3 

Penilaian Risiko 

Pasal 12 

( 1) Penilaian risiko dimaksudkan un tuk mengiden tifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

instansi pemerintah 

pengendalian risiko 

memperkecil risiko. 

dan merumuskan 

yang diperlukan 

(2) Penilaian risiko dilakukan atas : 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

kegiatan 

untuk 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit 

kerja; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat 

Daerah/unit kerja. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD a tau segera setelah diselesaikannya RPJMD . 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses 

penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera 

setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) 

Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan 

dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah 

atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat 

Daerah. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 

b. identifikasi risiko; dan 

c. analisis risiko. 



Paragraf 4 

Penetapan Konteks/Tujuan 

Pasal 13 

12 

Penetapan 

penetapan 

risiko. 

konteks/tujuan terdiri dari tahap 

konteks/tujuan dan penetapan kriteria 

Pasal 14 

(1) Penetapan ko!lteks/tujuan bertujuan untuk 

menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan 

sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja 

tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 

(tiga) tingkatan yaitu: 

a. konteks strategis Pemerintah Daerah; 

b. konteks strategis (entitas); dan 

c. konteks operasional (kegiatan). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah 

ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen 

RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat 

Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis 

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 

dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) 

ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang 

tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 15 

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan 

mem berikan pemahaman yang sama mengenai 

kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko . 

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi: 

a. skala dampak risiko; 

b . skala kemungkinan risiko; dan 

c. skala tingkat risiko . 
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Pasal 16 

( 1) Iden tifikasi risiko bertujuan un tuk mengiden tifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di 

lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi 

kegiatan: 

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, 

sebab risikd, sumber risiko, dan dampak 

risiko; dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko 

dalam daftar risiko. 

Pasal 17 

( 1) Analisis risiko merupakan langkah untuk 

menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan 

mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat 

risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana 

tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: 

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 

risiko; 

b. memvalidasi risiko; 

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan 

yang dibutuhl<an; dan 

d. menyusun RTP. 



Paragraf 5 

Kegiatan Pengendalian 

Pasal 18 

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplemen tasikan RTP. 

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang 

antara lain dapat berupa kebijakan dan/ atau 

prosedur; dan 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur 

pengendalian. 

Paragraf 6 
Informasi dan Komunikasi 

Pasal 19 

14 

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk 
memastikan telah terdapat komunikasi internal dan 

I 
eksternal yang efektif dalam setiap tahapan 
pengelolaan risikb yaitu: 
a. sejak penilaian kelemahan lingkungan 

pengendalian; 
b. proses penilaian risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk 

dan saran a inf ormasi dan komunikasi yang ef ektif 
dalam melakukan pengelolaan risiko. 

Paragraf 7 
Pemantauan 

Pasal 20 

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan 
bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesua1 
dengan ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh p1mpman secara 
berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat 
Daerah (Pejabat '. Eselon 11), Kepala Bagian/Kepala 
Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/ Kepala Sub 
Bagian (Pejabat · Eselon IV) sesuai dengan ruang 
lingkup dan kewenangannya. 
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan 
kepada Unit Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung 
jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi: 
a. audit; 
b. rev1u; 
c. pemantauan; 
d. evaluasi; dan 
e. pengawasan lainnya. 

(1) Dalam rangka 

BAB III 
PELAPORAN 

Pasal 21 

mendukung akuntabilitas 
pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun 
laporan pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi : 
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; 
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan 
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal. 
(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan 
penilaian risiko yang terdiri dari: 
a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah; 
b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah/unit kerja; dan 
c. penilaian risiko operasional Perangkat 

Daerah . 
(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR. 
(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 
risiko / dokumen RTP. 

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
secara triwulanan dan tahunan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 
tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 
UPR Pemerintah Daerah, dan untuk tingkat strategis 
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat 
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Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II. 
(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan. 

Pasal 22 

(1) Laporan pengelo1aan risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

(2) Laporan pengelolaan risiko se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah. 

Pasal 23 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

penempatannya 

Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 31 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 
MOH. NALIKAN 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Bupati 

memerin tahkan 

1m dengan 

Ka bu paten dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 31 Januari 2022 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd . 

YUHRONUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

TAHUN 2022 NOMOR 17 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 17 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 
risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam : 
1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah ; 
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di 

lingkungan Pemerintahan Daerah. 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat ( cost and benefit) , kejelasan 
kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko , perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan 
secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena 
itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan 
diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang 
konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam Peraturan Bupati. 
Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah , meliputi: 

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko 
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan 
strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah. 

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) . Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama 
Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi 
Sekretaris Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. 
Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 
(Renstra Perangkat Daerah) . 
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Pimpinan Perangkat Daerah 
bersamajajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan 
Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin) , dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
(Renja dan/atau RKPD) . Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh 
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat 
Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 
Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat 
Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan 
risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah . 

B. Penetapan struktur analisis risiko . 
Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan 
risiko, yang antara Jain meliputi : 
1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya 

peraturan perundang-undangan baru , perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. 
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia 
yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja 
yang tidak kondusif. 

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya 
peristiwa/ kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi . 

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak 
yang terkait dengan pencapaian tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas 
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risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterirna dan memerlukan respon penanganan lebih 
lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu 

1. Skala Dampak Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin 
konsistensi dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikari sebagai 
berikut: 

Ka•ogorl Da~pak Slc-r ur .. f c:9n 

Songot. signifiKan / 
Sangot besor 

Signlflk.an / Besar 

Kurang signiflkon/ 
Kecil 

Tidolc slgnlfikon/ 
son ot keen 

4 

3 

2 

Pengoruh terhadop pencopolan tujucan 
S-C:11 n gat: slgnl•lkan_ 

Pengoruh terhodop pencopoton tujuan 
tlnggl/aig n lflkan_ 

Pengaruh t:erhodop pencopolon tuju-an 
renda h /kura ng slgnlflkan. 

Pengoruh terhadop pencopalon tujuan 
tida k signlflkcan. 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang 
lebih rinci sebagai berikut: 

Kutugutl Our,iµ<.Jk sknr Opuru~ior,af Oun1puk Rtt.1ko 

Keuon9an _ , IC~uungan . t(euangoo Hukum ... 

Sangot Tiniggi ,, k'lfltninlnn li:'AfJinron rerhRnri, nfl!IQOfif~ fAr~Ahnr r,111nnnnoron 
sangat besor tu1uan bdak. luos di bonyak s-enus, terkena 

t8rr:npnl mertin !'.Onlc~I 

Tinggl 3 1t-,n,.1okln ltAQinton $1nngot negntif., tersAhnr di r,etono~nrnn 
be!llor rerhombot, t>ebP-ro~ media serlu~. ~onk:11 

k'urong ef~in'lf nnslonnl/tokOI r.errulls 

Rendoh 2 keruglon kegloton negatlf .. terdapat pelanggoran 
culrup bo!lor torhomhnt, pnmt:>nritoon blO!'.O, sank5i 

kurong eflsten tertulls 

SangatR:endah koruglan oaa nomt>oton ado pcmt>erltaan pclonggoron 
kcclJ, kurang koglaton, namun negatlf. namun blasa, sank$) 
motorlol tcrtanganl tldok motcrlol toguran 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis 
kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai 
berikut : 

Kategorl Dampak Skor Uraian 

Hamplr postl terjodl/ 
Songat sering 

Kemunginon besar/ 
Ser ing terjcdi 

Kemungl<rnon kecll/ 
Jaronfl 

So, 1gul jurung 

4 

3 

kt:tr1·1unyk.inu11 lttrjat.Jit1yu Risiko sur1yul se1iny (f.ttbil1 dori 
70% atau lebih dor1 7 lcali dalam 10 tohun) 

Kemun9kinon terjadinya llisiko sering (sebesar 41 - 70% 
otou 4 sd7koli dolom 10 tohun), 

1<emung1<inan terJodlnyo Rlsllto rendoh/l<ecll (sebesor 11% 
- '10% atau 1 8d '1 1<011 dolom 10 tohun 

Kemungl<inon terjadinyo Risiko songotkecil (sebesor O -
101') atou I koli dolom JO tohun 

v.ateqon oonipak Skor Oµeru:;ior1al Prcbubililu:; Risiko 

I Kejadian Tunggal : KeJadlon Berulang " ,; 

sangat sering 4 SonAat serins.,ho-,,pir posti 
te~odi (probobilitos • 75%) 

Dapat terjodi beberopo koi 
dalomttx:,h~n 

sering 3 Sering terjodi (probobilitos , Kem~ngkinon terjodi sekoli 
50% s.d.75%) dolorn 1 latu. .. n 

Jarang 2 Kamungkinar lerjodlrneskipun ken,Lngkinun terjoui sekali 
kecll (probaD,lltos > 20-x. s.d . 50'1.) ClOIOm !l - 10 tor..,n 

Sangat song at jo rang terJodi Kemu,gkrnon terjoOi sekoli 
Jarang (proDobilitos < 20'1.) dolom 10 - 20 tanur 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas 
risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengarnbilan 
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 
Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut: 

No. Program/Kegiatan 

1. -

Kriteria Skala Nilai Risiko 

Skala 

Nilai 
Risiko 

Kategori 

Uralan 

Risiko 

-

Skor 
Damnak 

3,4 

Penerimaan 
Risiko 

Skor 
Kemunokinan 

2,3 

Skala Nilai 
Risiko 

7,8 

Tindakan 
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Untu k lebih memudahkan penen tuan risiko prioritas dan acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan 
matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/ risk appetite yang telah 
ditentukan. Kategori nilai ris iko dan operasionalisasinya dapat diilu strasikan sebagai beriku t: 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO 

Hampir pastl 

Kemungkinan 
besar 

K e mungkinan 
kecll 

S a ngat jarang 

Keterangan · Tinggl 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/ respon risiko 
Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di 
atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang 
membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) 
menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang 
dapat ditoleransi dan diterima. 

Waktu, T-ahapan dan. Pihak terkait dalam P-engelolaan Risiko, 
Wak tah d "h k k . d I I I ik tu apan an P l a ter a1t a am penge o aan ns o, a a se d !ah b agai n u . be .k t : 

Tahapan 
Tahapan Output Tahapan 

110 Walrtu Manajemea Pelabana 

Pemda 
Peugelolaan Rlalko Peagelolaaa RJslko 

1. Proses Proses Ai-ahao dan . Komit.c • Dokumen 
penyusunan RPJMD penyusunan kcbijakan pengelolaan Arahan dan kebijakan 
(satu tahun si,belum. RPJMD penilruan tisilco 5 tahunan Risiko pcnilaian. i:.isiko 5 tabunan. 
RPJMD Penyusunan . Sekda selaku • Daftar Risiko dan RTP 

5 tahunan Risiko Strategis Koordinator Strategis Pemda 

berjalan s.d RPJMD Pemda . UPR Pemda 
dit.ctapkan) 

(Kepala Daerah dan 
Kcpala OPD/ SKPD) 

2. Proses Proses Penyusunan . Komit.c Daftar Risiko dan 

penyus\wan Rcnstr;,. I"!;IlY\ISUllan Risij<;o Strat_~gis pengelolnan_ R'.fP Strat~gis 
OPD (Satu tahun Renstra OPD (Entitas) OPD Risiko (Entitas) OPD 
scbelum . Sekda sclaku 
RPJMD 5 Koordinator 
tahunan bcijalan . UPR Tingkat Es. 2 atau 
s.d RPJMD d.it.ctapkan) 3 (Kepala OPD/ SKPD 

dan Kabag/ Kabid OPD) 

3 . Januarj-Mci Penyusunan Araban d',W. Komite Dokum~n A.rahan 
Tahun 202X-l RKPD dan Kebijakan Pengclolaan dan kebijakan penilaian risiko 

Renja OPD penilruan risiko tahunan Risiko tahwian 

4. Agustus- Penyusunan Penyusunan . KepalaOPD Daftar risiko dan 

Sept.ember RKA OPD (Penetapan Risiko Operasional OPD . Unit Pemilik Risiko RTP Operasional 
202X-l Pengkomunikasian Risiko dan Tingkat Es. 3, 4 OPD OPD 

rencana sasaran & RTP 
pagu anggaran per 
kegij,t,m) 

5 Oktobcr Tuhun Penyusunan Penyusunan atau Revisi KSOP • KepalaOPD . Perbaikan RTP 

202X-l RAPBD, Pen:la APBD • Kom.it.c pengelolaan 
. KSOP 

Risiko . Notulen pengkomunikas ian 
6 November- Desember . Finalisasi Daftar R isiko dan . UPR Tingkat 

Tahun 202X-l Penyusunan Rancangan 
Pemda, Tingkat RTP 

DPA OPD, dan penetapan Pe.ngkom unikasian perubahan Eselon 2, 3, dan 4 
DPA OPD KSOP • Sekda selaku 

koord.inator 

7 Janus.Ji s.d Pelaksanaan Penyusunan atau . Kom.it.c KSOP 
Desember APBD penyempumaan KSCP (tindak Pengclolaan Bukti pelaksanaan 

I Tahun 202X Lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP Risiko KSOP 

" 
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. UPR 1'ngkat Pemda, 
Tingkat Ese!on 2,3 
dan4 . Komite Pengelolaan 
Risiko . Kepala OPD 

• Pelaksana Program 
dan Kegiatan 

Berkala PelaJX>ran dan . UPR • Form Monitoring 

('I'Iiw ulanan) monitoring risiko dan KSOP Tingkat Pemda, Risiko 
Tingkat Eselon 2, • Form Monitoring 
Tingkat ese!on 3 dan TL RTP 
4, Unit 

Kepatuhan . Sekda selaku 
koordinator 

Pemantauan Unit • Notulen Rapat 

kinerja, risiko, dau efektifitas Kepatuhan • l.,aporan Pemantauan 
KSOP yang dibangun Penge!olaan Risiko (triwulanan, 

tahunan, 5 tahnnan) 

Juni-Juli Penyusunan Reviu dan . UPR Pemda Daftar Risiko dan 

Tuhnn 202x KUA PPAS (Penetapan pemutakhiran Risiko (Kepala Daerah dan R'fP Strategis Pemda 

sasaran makro dan pagu 
Strategis Pemda. Kepala OPD/SKPD) yang dimutakhirkan 

anggarau Catalan: Risiko strategis . Sekda 

Pemda) Pemda akan diI"Cviu dan selaku koordinator 

dimutakhirkan setiap tahun 

Agustus - Penyusunan Reviu dan . Kepala Dafta.r Risiko dan 

September RKA OPD (Penetapan Pemutakh.iran Risiko Dae.rah RTP Strategis 
202x rencana sasaran dan pagu Strategis (Entitas) OPD . Sekda selaku (Entitas)OPD 

anggaran Catalan: koordinator 

per Ris.iko Strategis . Unit Pemilik Risiko 

kegiatan) (entitas) OPD akan direviu dan (tingkat eselon 2 

dimutakhi.rkan setiap tahun (Kepala OPD/SKPD 
dan Kabag/Kabid OPD) 

8 Januari- Pelaporan Pelaporan . Kepala Laporan 

f'ebruari Keuangan Penge!olaan Risiko Daerah Pengelolaan 
202X+l Reviu APIP Tahun 202X . KepalaOPD Risiko Tahtm . UPR Tingkat Pemda, 202x 

Tingkat Eselon 2, 
Tingkat Eselon 3 
dan4 . Unit 

KeR'!-~. . Sekda selaku 
koordinator 

9 Feb1uaii - Evaluasi . lnspektorat Laporan Evaluasi 

Maret 202X + 1 pengelolaan risiko oleh APIP (APIP) Daerah Pengelolaan 
Risiko 

Penilaian . Kepala l..aporan Penilaian 

Maturitas SPIP Daerah Maturitas SPIP . Kepala OPD . lnspektorat (APIP) 
Daerah 

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin 
dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat. 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa 
Inspektorat Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah Kab/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/kota. 

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko menyatakan 
bahwa: 
L Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi 

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 
2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan 

lnstansi Pemerintah yang lebih tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa : 
L penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, terutama penilaian risiko pada 

tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat menengah; 
2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah/ 
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III . PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 
Strukrur pengelolaan risiko Pemerinlah Daerah adalah sebagai be1ikut: 

PfNANGGUNG JAWM. 
BuPMI / wa:,J<ota 

KOMITE PfNGELOI.AAN 
RISICO 

- ------------ ---- -- --- --- ----- - --- ► 

I UMK~ As<Sten SduJa/ u,-. 
1'8"CDII\X'ltJr 

UNIT 
PEML!K 

RIS 0 
Sekwan 

TIC.Esela\2 

I ··.:: ... I ~ UNIT PEMI.IK 
RISll(O 

Tit Ese!cJn3 
dan4 

~ EJ -

• KOOROINATOR PfNYELENGiAIIAAN 
PENGELOLA RIS!t(O 

• UNIT PEMIUK RISIKO Tit Eselon 2 
Sdre:"'15-

K<!Jllla 
DonaislOPO 

~ Kepa,aUPTD 

I Subbac, Sel<si I Slbblll, Stbb!d I 

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1, . Penapgm,ogj~w~.b. 

. . 

J; 
- ---- --

UNIT PEMU RISIKO 
TllPfMOP. 

PfN1'NGGUNGJ1'W1'8PENGA-
UNIT PEMllltRIS OTK. ESELON2 

lns!)el:IU'lleer!!h 

Sut:Jbee 

--· ------ ........ --

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses 

penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah 

untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko. 

2 . Koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan ber-wenang mengoordinasikan pengelolaan risiko. di 

lingkungan pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator 

Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain : 

a . menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan 

rapat, dan notulen; 

c. memfasili tasi proses penilaian risiko; 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3 . UPR 

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya . 

Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessmen~ atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat 

operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing. 

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa 

lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicatorj dan 

sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessmen~ untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian. 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut : 
a. UPR tingkat pemerintah daerah. 

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari : 
Ketua Kepala Bagian/ Bidang yang menangani perencanaan pada 

Perangkat Daerah 
Koordinator Teknis Kepala Bappeda, atau unit lain yang menangani perencanaan 
merangkap anggota 

Anggota 

b. UPR tingkat unit Eselon II 

sel\!Tl!h kepala Perangkat Da~rah (Sekretaris Daerah, 
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepa!a 
UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya) 

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari : 
Ketua Sekretaris Daerah, Kepala Perjngkat Daerah, selaku pemilik 

risiko tingkat Perangkat Daerah✓ 
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Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Koordinator Teknis 
merangkap anggota Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada 

Perangkat Daerah. 
Anggota Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada Perangkat 

Daerah 

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV 
Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari: 
Ketua Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan. 

Koordinator Teknis Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ 
merangkap anggota Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan 

kegiatan pada Perangkat Daerah. 
Anggota Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada 

Bagian/Bidang yang bersangkutan. 

4. Komite pengelolaan risiko 
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite 
Pengelolaan Ris iko , dengan ~as, sebagai berik<1:1-J:.: 
a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang 

dari prosedur normal; 
b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; 
c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 

kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 
Komite pengelolaan risiko terdiri atas : 
a. Bupati sebagai Ketua; 
b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; 
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota 
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan 
Bupati. 

5. Unit Kepatuhan 
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat 
Daerah. 
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah 
koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta 
Tata Kerj a Sek-retariat• Daerah. 
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain: 
a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 
b . memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 
c . memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; 
d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan 

kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 
Balam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati. 

6 . Penanggungjawab pengawasan 
Inspektorat sebagai penanggung jawab 
konsultasi terkait penerapan pengelolaan 
melakukan kegiatan antara lain : 

pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan 
risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat 

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah; 
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 
c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko 

secara keseluruhan. 
Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, 
dan kejelasan struktur pengelolaan risiko. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah 
Daerah dengan tahapan sebagai berikut: 

c:: 
~ 

J 
.E 

ldentifikas l Kelemahan Lln10tkUn10tan 
Pe n g e ndatta n lntern(1) 

i Penilaian Risiko ( } 

------- ·(-- · Penetapan Konteks/Tujuan --: -------- -

----- --y-1 tdentiflkasi Rlslko 

---r-- ----- -. -· --~-_-_ -_ -_ -__ -__ -__ -__ -__ -_-_-_-__ -_-__ -__ ...,... __ -__ -__ -__ -_-__ -_-_-_-__ -__ -_ .-. -__ -__ -_ .-.-.. "' . .. . -.. Analisis Risiko 

··-·------ ··• Kegiatan Pengendallan (3) 

§: 
= l'U 
:::,J 

~ 
l'U 
E 
a., 

Cl.. 
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut : 

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut: 

Tujuun MwnyicJwntifiku~i kwl11n1utKJn-kwlwn1uhu11 dulun1 s~liup ~ub un!itur lingk.ur1~ur1 
pengendahan intern 

keluar'On S1n,pulan kondi~ llnglcungan penger'KJolion intv,n don kelemahan dalon'l -.ub 
un!'lur llnotcungnn f")An!Jfllndalinn intern yong m,,mfltrtuk'nn p,i,rhoilt'nn 

Peloksana/Plhak Terkalt Tingkat Pemda. 

Waktu 

- t;Akda salaku Koordinnror 
- unit Pemllik Rlolka Pemerlntah oaerah (Kepala oaerah don Kepala OPD/ 

es.,lon I don II) 
rn~illtntnr 

- Penyusunan RPJMD 
- Dtrevlu/ domutakhirkan Aetlap tahun pada soot penyusunan lf.UA/PPAS 

Sumber data utama - Reviu dolcumen, onolisis infoITnosi dari me<lio mossa, wawancaro dll 
SurveI persepsI etas I1ngkungan pengendolIan intern dengon metode ere 

, ________________________________ ,/ 
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi 
lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan 
lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

Dor I ~ l ~ ' \ 7 :1 '1 

k~(H 10"(1 .-,qf1.,nQ'.l"' 
pr n l ,j:;:JI T"'\ m, 1c;il.• 

r "1 :J 'ku 1H n 

Kajian, reviu ata3 
kondisi don kuln.r 

·n:!:tansi berd0$0rkm 
tHJsil ouuil kuju11, 

berlta, wawancora. 
<1010 lalnnyo 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 
1) Persiapan data 

' , •q u d ti ~ l• ~ 1 

lh)I I l1<J:71) 

r .. , 'l"'r 'tf11irin 

Mel'ldascrka n 
kepado duo hasll 

cimpulan cernentoro 
ya,ts.1 haoll pcniaion 
owol da, ho,i aurvei 

persei;:sl 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah 
Daerah dapat berupa: 
a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit 

operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil Feviu/evaluasi- atas- peayelenggaFaan- uRJ.san- wajib/ i;>ilihan- oleh Inspektorat; 
c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; 
d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber 

misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevay 
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2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabu!asi Kuesioner 

(ilustrasi sebagaimana form berikut: 

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUA noN (CEE) 

A. PENGANTAR 
Sapak/ibu yang terhormat,. terima lras:ih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner inl bertujuan unruk 
lceperluan internal dan Oimaksue1kan untuk melihat kOndisi ling;kungan pengendalian di unit instansi 

Sapak/lbu . Mengingat pen ·ngnya data dan kuesioner ini, diharapklln Bapak/lbu mengisinya dengan benar 
dam j\Jjur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami meniamin kerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapitulasi 
kuesloner tidak akan mencanrumkan data diri Bapak/ tbu. sekalian. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Berila tanda sllang untu posisi anda saat ini? 

l . 0 Pejabat Struktural 

2. 0 Pejabat Fungsional Tenentu 

.3 . 0 Pejabat Fungsional Umum/Staf 

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut : 

C. PETUNJUK PENGISIAN 

NO. 

,. 
A. 

1 

1. lsilah dengan memberikan tickmorl< {,I) pada salah saru korak pilltian Jawaban. 

2. Bapak/lbu d:apat merni.mbahU.n narasi l ain ter'kait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir 

kuesioner inf. 

3. Apablla terda_pat _p,emyataan yang din1sa kurang je las, Sltat an dlta,nyakan k.epada Bsilitator. 

KUES ION ER EVAUJASI llNGKUNGAN PENGENDAllAN 

PER.TANYAAN /KUESIONH\ PIUtfAN JAWABAN 

PENEGAKAN INTEGRITAS OAN NILAI ETIKA 

Pe.ncemba.na:an lntearita.s dan Nilai Etika 

Pimpinan me-mberikan ketelaidanan da~m na, inte.;:ritas da,n e tika 1. □ Tidak Pernah 
pada t ingkah laku s.ehari-hari 2. □ Jar-ang 

3. D Serini 
4 . □ Sel,.lu 

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden. Responden diharap mewakili dari berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan 

sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil 

rekapitulasi menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan/ 
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Form 1 

Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 
PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (GEE) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN SJMPULAN 

/KUESIONER (R) KUOSIONER CEE 

R1 I R2 IR3 I R4 IRS IR& I Modus 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NIL.AI ETIKA Memadal 

1 Pegawai mendapatkan pesan 2 4 3 3 3 2 3 

integritas & nilai etika. secara rutin dari Memadai 
pimpinan instansi (Misalnya 
keteladanan, 

pesan 
moral dll) 

2 Pemerintah Daerah telah 3 3 3 3 3 3 3 

memiliki aturan perilaku (misalnya kode ~ Memadai 

etik, pakta integritas, dan aturan 
perilaku pegawal) yang telah 
dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai 

3 Telah terdapat fungsi khusus 2 4 3 3 3 3 3 

di dalam instansi yang Memadai 
melayani pengaduan 
masyarakat atas pelanggaran 
aturan perilaku/kode etik 

4 Pelanggaran 3 4 2 3 3 2 3 Memadai 

aturan perilaku/kode etik telah 
ditindaklanjuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI 

1 Standar kompetensi setiap 3 4 2 3 2 3 3 Memadai 

• pegawai/posisi jabatan, telah, 
Ditentukan 

2 Pegawai yang kompeten 2 4 3 3 3 3 3 Memadai 

telah secara tepat mengisi 
posisi/jabatan 

3 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 3 3 3 3 Memadai 

memiliki dan menerapkan strategi 
peningkatan kompetensi pegawai 

4 Terdapat pelatihan terkait 3 3 3 3 2 3 3 
pengelolaan risiko, baik pelatihan Memadai 
khusus maupun pelatihan terintegrasi 
secara berkala. 

NO. PERTANYAAN lAWABAN RESPONDEN SIMPULAN 

/KUESIONER (R) KUOSIONER CEE 

R1 R2 R3 R4 RS R6 Modus 

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMADAI 

1 Pimpinan telah menetapkan 2 3 2 2 2 3 2 Kurang 

kebijakan pengelolaan risiko yang Memadai 

memberikan kejelasan 
arah oenoelolaan risiko 

2 Pimpinan menerapkan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

pengelolaan-risiko dan 
pengendalian dalam 
pelaksanaan tugas dan 
pengambilan 

3 Pimpinan membangun 2 3 3 3 3 2 3 
komunikasi yang baik dengan Memadal 
anggota or.ganisasi untuk berani 
mengungkapkan risiko dan secara 
terbuka menerima/ menggali 
pelaporan risiko/masalah 

I . 
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4 Gaya pimpinan dapat 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

mendorong pegawai untuk 
meningkatkan kinerja 

5 Pimpinan menetapkan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

Sasaran strategis yang selaras dengan 
visi dan misi Pemerintah Daerah 

6 Rencana/sasaran strategis 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke 
dalam sasaran Perangkat Daerah dan 
tingkat operasional Perangkat Daerah 

7 Rencana strategis dan 2 2 3 3 2 3 2 Ku rang 

rencana kerja Pemerintah Daerah Memadai 
telah menyajikan informasi 
mengenai risiko 

8 Adqny~ trqns11aransi dan ~ 4 a ~ 4. i ' 3 
Memadai 

ketepatan waktu pelaporan 
pelaksanaan peran dan tanggung 
jawab masing-masing dalam 
pengelolaan risiko 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN (R) SJMPULAN 

/KUESIONER KUOSJONER CEE 

R1 R2 R3 R4 RS R6 Modus 

D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT Memadai 

1 Kriteria pendelegasian 3 4 3 4 . 3 2 3 Memadai 

wewenang telah ditentukan dengan 
tepat 

2 Pendelegasian wewenang 3 4 3 4 3 3 3 Memadai 

dan tanggung jawab dilaksanakan 
secara tepat 

3 Kewenangan direviu secara periodic 2 3 3 3 3 2 3 Memadai 

E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBllAKAN YANG SEHAT TENTANG Kurang 

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Memadai 

1 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 3 3 3 3 
memiliki Kebijakan dan prosedur Memadai 
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak 
rekrutmen sampai 
dengan pemberhentian pegawai) 

2 Rekruitmen, retensi, 2 3 2 3 3 2 3 Memadai 
mutasi, maupun promosi pemilihan 
SDM telah dilakukan dengan baik 

3 Insentif pegawai telah 3 4 3 1 4 3 3 Memadai 
sesuai dengan tanggung jawab dan 
kinerja 

4 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 2 3 2 2 Kurang 

mengintemalisasi budaya. sadar risiko Memadal 

5 Adanya pemberian reward 2 3 2 2 4 3 2 
dan/atau punishment atas pengelolaan Kurang 
risiko (Misalnya mempertimbangkan Memadai 
pertanggungjawaban pengelolaan risiko 
dalam penilaian kinerja) 

6 Terdapat evaluasi kinerja 2 3 2 2 3 3 2 Kurang 
pegawai, dan telah dipertimbangkan Memadai 
dalam perhitungan penghasilan 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN (R) SJMPULAN 
/KUESJONER KUOSIONER CEE 

R1 R2 R3 R4 RS R6 Modus 

7 Insta nsi telah 2 3 2 1 3 2 2 Kurang 
mengalokasikan anggaran yang Memadai 
memadai untuk pengembangan SDM 

I 

" 



11 

F PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 

YANG EFEKTIF 

1 Inspektorat Daerah 3 3 3 
melakukan reviu atas efisiensi/ 
efektivitas pelaksanaan setiap 
urusan/program Secara period ic 

2 Inspektorat melakukan 3 3 3 
reviu atas kepatuhan hukum dan 
aturan lainny,a 

' 
3 Inspektorat memberikan 2 2 3 

layanan fasilitasi penerapan 
pengelolaan risiko dan 
penyelenggaraan SPIP 

4 APIP telah melaksanakan 3 3 3 
pengawasan berbasis risiko. 

5 Temuan dan 3 3 3 
saran/rekomendasi pengawasan 
APIP telah ditindaklanjuti 

G HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI 

PEMERINTAH TERKAIT 

1 Hubungan kerja yang baik 

dengan instansj/organisasi lain yang 
memiliki keterkaitan operasional telah 
terbangun 

2 Hubungan kerja yang baik 

dengan instansi yang terkait atas 
fungsi pengawasan/peemriksaan 
(inspektorat, BPKP, dan BPK) telah 
terbangun 

Keterangan: 
Kolom c diisi dengan jawaban responden 

Keterangan Jawaban : 

3 3 

3 3 

1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

3 

3 

4 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

4 3 3 3 

MEMADAI 

Memadai 

Memadai 

Memadai 

Memadai 

Memadai 

MfMADAI 

Memadai 

Memadai 

2 Kurang Setuju /Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten 

3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan 

4 Sangat Setuju/ Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke 

organisasi lain 
Kolom d diisi dengan sim pulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan 
kesimpulan tiap sub unsu r lingkungan pengendalian Misal : 
kesimpulan tiap pertanyaan : 
"Memadai", apabila m odus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus 
jawaban responden adalah 1' atau 2 ·kesimpulan sub unsur lingku ngan pengendalian: 
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub u nsur tersebut telah "memadai, dan 
"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang 
Memadai" 

b . Penilaian awal atas keren tanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan 
gambaran permasalahan permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan 
dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang 
digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara 
umumyaitu: 
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 
2) Berita pada media massa. 

Dari data di a tas, sela-aj1:1-tnya, disimpulkan kondisi kelemah.an lin~ungaa pengendalian intem di­
Pemerintah Daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Daerah 

Tahun Penilaian 2018 

: Pemerintah Kab XYZ 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayan an Dasar 
Bidang Kesehatan I 
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No. Sumber Uraian Kelemahan Klasifikasi 

data 

a b C e 

1 Media • Banyak terjadi Penegakan integritas dan nilai 

·massa pencopotan/mutasi pejabat etika 

daerah karena tersangkut kasm 

hukum 

• Pegawai belum ditempatkan 

sesuai dengan kompetensi dan 

Pengalaman 
Komitmen terhadap koml?etensi 

2 LHPBPK • Pemerintah Kab XYZ belum Penyusunan dan 

No. Xxx tanggal xxx memiliki strategi dalam penerapan kebiajakan yang 
tentang Hasil pemenuhan dan 

sehat tentang pembinaan 
Pemeriksa an BPK atas SDM 
Efektifitas Pengelolaan pendistribusian SDM kesehatan 

Sumber Daya di Puskesmas 

Kesehatan JKN • Kualifikasi dan Komitmen terhadap 

• kompetensi Dokter serta tenaga kompetensi 

kesehatan di RSUD Kab XYZ 

belum memenuhi kebutuhan 

akan 

3 SK Inspektur No. • Pemenuhan tenaga kesehatan Penyusunan dan penerapan 
Xxx tanggal XXX 

di RSUD Kab belum kebiajakn yang sehat tentang 
tentang PKPT 
Inspektorat memperhatikan tingkat pembinaan SDM 

kebutuhan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan 

• Inspektorat belum melakukan 

audit kinerja atas 

penyelenggaraan urusan 
Peran APIP yang efektif 

kesehatan dalam tingkat 

strategis 

4 LHP BPK No. Xxx • Pelayanan pasien BPJS di Kab Kepemimpinan yang kondusif 
tanggal XXX 

XYZ belum optimal dan 
tentang Hasil 
Pemeriksa an terdapat regulasi Dinas 

atas Kinerja Kesehatan Kab xyz tidak 
Penyeleng garaan berjalan sebag?-imana mestinya 
JKN 

yaitu ketentuan mengenai 

praktek Dokter 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 

2008. 

c. Suivei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment Evaluation (CEE) . 

Suivei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi 

lingkungan pengendalian urusan Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Suivei tersebut dapat menggunakan 

metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control 

Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. 

Jika dari hasil suivei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan 

klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan 

penilaian. 

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang 

diterapkan oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang memadai. 

Sebagai contoh, berdasarkan hasil suivei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan 

kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 

tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutm en, retensi, maupun prosedur pemilihan SOM belum dilakukan 

dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian u rusan wajib/pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil suivei persepsi, selanjutnya dis impulkan kondisi Iingkung~~ 

pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajik~ 

sebagai Form 2 . 
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Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi 

informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai 

contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut: 

1) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kab XYZ belum memenuhi 

kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN. 

3) Kepemimpinan yang kondusif 

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah 

pengelolaan risiko. 

b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai 

risiko. 

c) Pelayanan pasien BPJS di Kab XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan 

Kab XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko. 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 

e) Pemerintah Kab XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM 

kesehatan di Puskesmas. 

n Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kab XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan 

dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis 

Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang 

dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala 

Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas 

kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak 

perbaikan lingkungan pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEo/ 
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Form2 
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ 

Nama Pemerintah Oaerah: Pemerintah Kab XXZ 

Tahun Penilaian 20 

No Sub unsur Hasil Reviu Ookumen HasH Survei Persepsi Simpulan Penjelasan 

Hasil Uraian Hasil Uraia11 

a B C d e f g h 

1 Penegakan Kurang Banyak terjadi Memadai Kurang Banyak terjadi 

integritas dan uilai etika Memadai pencopotan/ mu tasi pejabat daemh Memadai pencopotan/ mutasi pejabat daerah karena tersan.gkut kasus hukum 
karena tcrsangkut kasus hukum 

2 Komib.nen Kurang Pegawai belum Memadai Kuran.g Pegawai belum ditempatkan 

terhadap kompetensi Memadai ditempatkan sesuai dengan Memadai sesuai dengan kompetensi dan pengalaman 
kompetensi clan penga.laman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUO Kab XYZ 
Kualifikasi dan kompetensi belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Em 
Dokter serta tenaga kesehatan JKN 
di RSUO Kab XXZ belum 
memenuhi kebutuban akan 
pemberian pelayanan kesehatan di 
Era JKN 

3 Kepemimpinan Kurang Pelayanan pasien BPJS Ktnaug . Pimpinan Kurang - Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 

yang kond usif Memadai di Kota XXZ belum optimal dan Memadai belum menetapkau kebijakan Memadai yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 
terdapat regu1asi Dioas Kesehatau pengelolaan risiko yang - Rencana strategis dan rencana kerja Peme1intah Daemh belum menyajikan 
Kab XYZ tidak berjalan sebagaimana memberi.kan kejelasan arab infonnasi mengenai 1isiko Pelayanan pasien BPJS di Kab XXZ belum 
mes tin.ya yaitu ketentuan Puskesmas pengelolaau risiko optimal dan terdapat regulasi Oinas Kesehatan Kah XYZ tidak berjalan 
belum sepenuhnya menyediakan - Rencana strategis dan rencana sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokt.er 
seluruh kebutuban farmasi untuk kerja Peme1intah Oacrah belum 
mendukung pelayanan kesehatan menyajikan informasi mengenai 
secara. memadai risiko 

4 Struktur - Memadai Memadai -
organisasi sesuai kebutuhan 

5 Pendelegasian Memadai - Memadai 

wewenang dan tanggung jawab yang 
tepat 

6 Penyusunan dan Kuraug Pemerin tah Kab XXZ Kurang - Pemerintab Kurang • Pemerintah Oaerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko 

Penerapan Kebijakan yang Sehat Memadai beJum memiliki strategi dalam Memadai Daerah belum mcnginternalisa Memadai - Belum terdapat pemberian reward dan/ atau punishment atas pengelolaan 

ten tang Pembinaan SOM pemeuuhan dan peudistnbusian si budaya sadar risiko risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggnngjawaban pengelolaan ris.iko 

SOM kesehatan di Puskesmas Belum terdapat pemberian dalam peu.ilaian kinerja) 

Pemenuhan tenaga kesehatan di reward dan/atau punishment - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan / 
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RSU O Kab XYZ belum atas pengelolaan risiko (Misalnya 
memperhatikan tingkat kebutuhan mempertimbangkan 
dalam pembcdan pelayanan kesehatan pertanggungjawaban pengelolaan 

risiko dalam penilaian kinerja) 
- Evaluasi 16.nerja pegawai bclum 
dipertimbangkan dalam 
perhitungan' penghasilan 

anggaran pengembangan 
SOM belum ,memadai 

Pe1wujudan Kurang lnspektorat belum Memadai Kuran.g 

peran APIP M'emactai melakukan audit kine1ja atas Memadai 

yang efe ktif penyclenggaraan urusan kesehatan 
dalam tin.gkat strategis 

Hubungan - Memadai Memadai 

Kerja yang Baik dengan lnstansi 
Pemerin tah Terkait 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan sub u nsur pada lingku ngan pengendalian 
Kolom c diisi dengan sim pulan penilaian awal CEE berdasarkan doku'tnen 
Kolom d diisi dengan uraian simpul1an penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan basil survei persepsi 
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai basil survei persepsi 

penghasilan 
- anggru·an pengembangan SOM belum memadai Pemerin1ah Kab XYZ belum 
memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SOM kesehatan di 
Puskesmas 
Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUO ' Kab XYZ belum memperhatikan 
tingkat kcbutnhan dalam pemberian pelayanau kesehatan 

lnspektorat belum melakukan 

audit kinerja atas penyelenggaraan umsari kesehatan dalam tingkat strategis 

-

Kolom g diisi dengan sim pulan sesuai basil penilaian awal d9-n survei persepsi, jika· basil antara peailaian awal dan survei persepsi bertentangan, mal<:a lakukan pendalaman atau lakukan 
professional judgement untuk menyimpulltannya J 

Kolom b diisi dengan uraian kelemaban 
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2. Penilaian Risiko 
Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut : 

TuJuon - Menetopkon kontelc.s/tujuon don rnemllih tuJuon yong okon dllokukon 
ponllolan rtslko 

- Melokukan identifikosi riaiko don onolisl11 rislko 
- Monetopkon rislto- rlsiko yang 01icon dltongonl lebit' lonfut (dlbongun 

RTP-nya) 

Keluoron - oaf tor h-!uon/soeoran atrotegi■ ~mertntoh Doeroh untuk bop- tiop uruaan 
don lndikotor kinerjonyo 

- Daftor tL4uon/soaoron s:tratagfs (Entitas) OPD 
- Ooltor tujuan kegioton Ltorno OPD untuk tiop- tiop urusan don indikotor 

keluorannyo 
- kortos Kerja ldontfflkosl Rlslko {Oattor Rlslko) Utl.1$0n Wojlb/Pllihan Strotogls 

Pemerintoh Ooeroh 
- Kertoa kerja khtotiflkosi Rlsiko (Dollar Rlsiko) Uruson wojlb/Pllihan Strotegi:1 

(Entltas) OPD 
- Kertos Kerja ldentiflkOsl Rlslko (Ooftor Rlsiko) uruaon Wojib/Pillhan 

Operociona OPO 
- Kertoa Kerja Hosil Anollsie R,sikc Uroson wo;ib/Pllihon strotegis Pemerlntah 

Doeroh, Stroteg s (Entltos) OPO, don Operosfonal C PO 
- Kortos Kerjo Doftor RisikO Pr1orlt::n Uruaan Wajlb don PiNhon Strotegle 

Pernerintoh Daerat'\ Strategis (Cntita■) OPO. dOn Operoaionol OPD 

PolokSono/P,hak Torko it Strater,I• Pamet"lntah oaerah 

Vloktu 

-settda •e'aku koordinotor 
- UPR Pemda (KepoJo Oae~ah don Kepola OPD/SICPD) 
- Fosllltoto~ 
st.ratagls (Entlta•) OPD 
- Sekda se oku Koordinotor 
- UPR Tingkat es. 1 / 2 (Kepolo OPD/SkPO don kobog/Kabid OPO 
-Foslli1oto~ 
Opera•lonat OPD 
- Kepooo->D 
- Unit Pemllk Rlslko Tlngkot Es 3, 4 OPO Fosllltator 

Sbatagle ~lntah Daerah 
- Penyusunon RPJMO 
-OlrevkJ/ dlmutokhlrkon setiap tahun podo soot penyusunon KUA/PPAS 
Stlalegia (Enlltaa) OPD 
- Poda soot penyosunan Ren,stro OPD 
-Olrev'tu/ dlmutakhlrkan seUap tahun podo soot peny-usunan RKA-OPD 
O.,.,....,_al OPD 
Podo aoot penyua,non RKA-OPO 

\ Sumber dato utomo CSA/FGD 

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan sebagai berikut: 

e Menetopan 
Konteks/ Tujuon 
yong okan 
dilokukon 
penilalon rlslko 

• menylopkon 
peniloion risiko 

a. Menetapkan konteks/tujuan 

• M e ngtdentJflkosl 
rtsilco 

• Melokukon onolisls 
risiko 

e Memvalidos1 risiko 

• Mengevoluo5:I 
pengendallon 
yongododon 
yang dibutuhkon 

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko. 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap 
ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis 
(entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan 
dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, 
risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. 

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran 
dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini 
adalah adanya daftar tujuan/ sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, 
entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh 
Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian 
risiko disajikan sebagai berikut: 

P(MlRl,NTAH 
OAERAH 

D .... ,,~.:···· .. 
OPO 1, .2 . 3.. Dst 

□ 
Rent ... /RKASl(PO 

Tuj1,.1an &. .S..'lar-•n 
StnlQIS 

Pemtt'tnt.h Daet'~h - v 

,!, 

Tuju.an a S•sMan 
S.tnte&K CEnt'ftai.) OPO 

.1, 2,..3,0H 

TuJu.atn & ~r;an 
Oo,eras.ior.•I 

(KeSl~Un) OPO 1, 2 . " 
3 . 0st 

IIW!Mtor X1fW1'f,i P..-Wlo.it-n f1d1ko 

S..s;;ar.u'I Su.at~•"' s.u-1.e-1~u~ 
~rl.,t~~ .... W•Jit,/PMitta,,~ 

P.,,,_e,tt" tah 0..t"• h 

., •! 
tnd, •tcM·K.,....-J,lt ..__ . ...., 
~ St.r•-wats [__ St:u,t .. Q. (£nut.-. ) OPD 

(Ento.rH) OPD t , Z. l 1 2 . 3 . Dst .,., 

., 
--, 

1,ws. ator1h1'W!ti• pen4_... ,.. ftkik.o 

k4' ... •tart0P() l . l . ~ .s.on.a.lOPD l . 
3 , O,:t 2:. 1 Ost 

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada 
pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 
memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera 
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target 
program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. ✓ 

Peznilihan terhadap guatu tujuan/ ""-""-r'"" tertentu buk::,_n berarti bahwa tuju"-Zl-tuju::,_n Jajnny 
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tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas 
tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. 
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap- tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. 

lkhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan sebagai berikut: 

Tujuon 

Kei.K>ron 

Mon,perotoh lnlonnoal lujuon/sosoron strotegis Pemorhtoh Dooroh unt_uk 
tklp- tlop urusan den lndikotor klne.·;onya 

- Ooftor tU,vori/.asoran strategls pemetlntot- dCM1,ah 
don Ind kotor kln•#Janya 

- Oaftor l.rusan Wajb/Piihon don OPO y::..ng lorkol 

Pelokaono/Pihok Torkoit - Sekdo aeloku Koordlnot0< 
- Un.t ~rnlllk Rtsiko Pem•dntOh Doef'oh (Kepolo OOerOhdon Kepalo 

OPD/8KPO) 
- FosJlltOIOf' 

Wciktu : ;ir~~)d~~:t!~C:~::r:i:=~~~~~~y~~:~".c~~/PPAS 
RPJMO 

SU1nber data utorno 

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk 
seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan 

konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan 
dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Walikota atau 
pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan 
melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan 
Penilaian Risiko 5 
Tahunan". 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" 
Pemerintah Kab XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan 
dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 

1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian 
risiko tujuan strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah: 

( 1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Walikota, dan Kepala Perangkat 
Daerah (pejabat eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap 

tujuan srategis 1, antara lain pada: 
a) Dinas Kesehatan; 
b) RSUD Kab XYZ; 
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB); 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kehadiran pejabat eselon 2 sangat 
dianjurkan dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari 
PERANGKAT DAERAH namun sifatnya sebagai pendamping. 

(2) Fasilitator 
Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam 
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal 
dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, lnspektorat, atau pihak lain yang 
berkompeten. Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 
adalah sebagai berikut : 
a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti 

SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb; 
b) ldentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang 

diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD; 
c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan 

atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan 
yang dipilih berdasarkan RPJMD; 

d) Menetapkan sasaran dan !KU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan 
penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau 
sebagian sasaran s_es.uai kebutuhan; 

e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh form 3 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini : 
a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara 

tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat 

perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan 
digunakan untuk keperluan penilaian risiko; 

b) Perbedaan pada pain (a) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan 
dokumen perencanaan (RPJMDY 
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis 
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

Noma Pemerlntah Doeroh 
Tot11.,n Peniloian 
Periode yong diniloi 

SUmberDoto 

Tujuon Strategls RPJMO 

Penetopan Kontelcs 
Risi!«> Strategis Pemda 

Dinos Terlcait 

Sa saran RPJIIAD 

rKU Sosoran RPJMO 
RPJMD 

Priorltos Pembangunan 
don Program unggula, 

, Tujuon., SOSoran, lku 
,
1
yang akon dilol<ukon 
\Uoionrisilco 

: Pernerintoh Kabupoten xvz 
: 2018 
: Tohun 2019- 2023 

RPJMD Kobupaten XY2 Tohun 2019-2023 

Tujuan I.I Menln91rotnyo kuolitos tata kelola pemerintahon 
Tujuon l.2Meningkatnyo koheslvitos masyorolcot 
Tujuon 2.1 Meningkotnyo kuolitas tronsportosi 
Tujuon 2.2 Meningkotnya Keloyokhunlon 
Tujuon 2.3 Meningkotnyo otcses kornunikasi don info,mosi 
Tujuon 2.4 Menurunnya resiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnya kuolitos lingkungon hidup 
Tujuon 3.1 Meningkotnya okses don kuolitas pendidikan 
Tujuan 3.2 Menlngkotnyo derajot kesehoton mosyarokat 
Tujuon 3.3 Meningkotnyo lcesejohteroon sosial 
Tujuon 3.4 Meningkotnyo portisiposi perempuon dolom pembongunon 
Tujuon 4.1 Meninglcotnyo loju pertumbuhan et:onomi 
Tujuon 4.2 Meningkatnya pemeratoan ekonorni 

Tujuan 3.2 Menlngkotnyo derajat kesehaton mosya,akat 

- Ofnas Kesehoton 
- RSUO Kabupoten xvz 
- Dinos Pemberdoyaan Perempuan, Perlindungan Anok.. Pengendolian 

Penduduk don Keluargo Berencono (DP3AP2KB) 
- Dinos Pekerjaon umum don Perumohon Rakyat 

Sasoran 3.2.l Menlnglratnyo keselomotan lbu onalc: 
Sosaran 3.2.2 Manlngkatnyo kuodtos kesehotan mosyaralcot 
Sosaran 3.2 .3 Maningkatnya perflalr.u hldup -
Sasaron 3.2.4 Menlnglcotnyo prestos! Olahraga di Kabupoten XVZ 
Sosoran S.2.5 Meninglcatnyo peran serto Pemudo datam 

u slaHorapan Hldup dltentulcon olehjumloh kemotion boyi, Jlko angko 
temotion bay! besor, molca uslo onglco horopon hidup rendoh. 

Prioritos pembonguna,: 
- Program Penlngkaton Kfl&lomota, lbu Melohfrkan don Anok 
- Program Penlnglcaton Pelayonan Kesehoton Anok Ballto 
- Program Pencegohon don Penonggulongan Penyuklt Menuior 
• Program Stondoriso&I Peloyonan icesehaton 
- Program Promos! Kesehoton don Pembercloyoan Masyarokat 
• Program l'erbollcan Glzi Mosyorol<ot 

Tujuon 3.2 Meningkotnya derojat kesehaton mosyarokat 
Sosoron 3.2.2 Meningkotnya kuollto.s kesohotonmosyarokol 
I.Program Penlngkatan Keselomatan lbu Melohirkon don Anolc 

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas)Perangkat Daerah 

I 

! 
i 

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut : 

Tujuon MemperQleh intormosi tujuon/sasoron strotegis (Entitos) OPD yong terkoit 
untuk tiop•tiap urusan don indikator kinerjonyo 

Keluoron Doftor ~uon/sosoron strotegis (Entitos} OPO yong tellcoit unt\lk tiap-tlop 
uru!l(Jn don indlkQtor ~inerj(Jnyo 

- 5ekdo seloku Koordinotor 
Palaksono/Pihak Terlcoit : • Unit Pamilik Rislko Tingkot Eselon I don 2 (Kepolo OPD/SKPD don Kobag/Ko 

bid OPD) 
- Fosilitotor 

WcdclU - Poda soot p&nyUSl.f"IOll Renstro OPO 
- Direviu/dimutolchirkon setlap tohun pado soot penyusunan RKA-OPO 

sumber dato utomo Renstr<1 OPD 
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Form 3 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kab xyz, Provinsi ABC Tahun 
Penilaian 2018 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 

Sumber Data RPJMD Kab XYZ Tahun 2019-2023 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola 

pemerintahan 

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya 
Kelayakhunian 

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 
Tujuan Strategis Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 
RPJMD Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya 

akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3 .2 Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tuiuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan konteks 

Risiko Strategis Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Pemerintah Daerah 

Nama Dinas Terkait Dinas Kesehatan 

RSUD Kab XYZ 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana fDP3AP2KBl 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak 

Sasaran 3 .2.2 Menin~atnya kualitas kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 

Sasaran 3 .2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kab XYZ 

Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan 

Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi 

!KU Sasaran RPJMD Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian 
bavi, iika angka kematian bavi besar, maka usia an2ka harapan rendah. 

Prioritas pembangunan dan Program Peningkatan Keselamatan !bu Melahirkan dan 
program unggulan 

Anak 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Proirram Perbaikan Gizi Masvarakat 

Tujuan, Sasaran, Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

!KU yang akan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
dilakukan penilaian risiko Program Peningkatan Keselamatan !bu Melahirkan dan 

Anak 

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing 

Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan 

menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan 

menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 

Pekerjaan Umum (Koordinator). Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan lndikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan 

urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis 

yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan !KU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan 

penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian 

sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form y 
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(5) Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga dilakukan pada 

Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kab XYZ, DP3AP'2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil ~netal?an konteks strateips Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Ikhtisar penetapan konteks/tujuan 

operasional Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut : 

Tuj..an 

~ellJora, 

Wcktu 

Sumbet do·o u:ornc 

S.-OOto ioln 

"4illmpe'O in'or<nosl p,ograrn bgl:nonutamo. "'-'uon keg lo ten. don 
~ OI Qf o,or V"ltUI< op-:iop IHl..$Q'\ l"ol'Cljlt.)/plllho!! yang Qik.,1010 ol°'l 
seliop O PO. 

• Dol:OI' 1ujuan ke,1ia1o n utomo :)pl) untult llop·"3pu!U9:>n don indllaJlor 
..-.....or:1~ 

• Ku-palo OPO 
• Lni1 J>orrilik R ICD "irgk:lll E S<llen l, 4 
- Fa s;htatc-r 

l!odosoot penyumnon AIUl· Cf'D 

Rttnjc 

OPA. OPO. JIKFO 
) 

✓ 
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Form4 
Contoh Penerapan 

penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 

Nama Pemerintah Daerah ; Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian 2018 
Periode yang dinilai ; Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan ; Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang ; Kesehatan 
Perangkat Daerah yang Din ilai ; Dinas Kesehatan 
Peran Perangkat Daerah ; Perangkat Daerah Koordinator 
Sumber Data Ra n cangan Awai Renstra Dinas Kesehatan Kab XYZ 
Tujuan Strategis Meningkatkan deraiat kesehatan m asvarakat 

1. Meningkatnya Keselamatan !bu, Bayi, Anak dan Reproduksi 
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, 

Sasaran 3 . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 
Strategis 
!KU Renstra IK 2023 
Perangkat Daerah u 

Angka Kematian !bu Melahirkan Per 57 
100.000 Kelahiran Hiduo 
Angka Kem~ ti!!n Bayi (AKB) Per 1000 3 ,2 
Kelahiran Hiduo 
Ane:ka Kematian Balita (AKaBal Per 1000 Kelahiran Hiduo 3 ,6 
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 100 
Tenaga Kesehatan yang memiliki 
Komoetensi Kebidanan 
Cakuoan Pelavanan Kesehatan Savi Belum ada 
!KU Lansia Belum ada 
!KU Gizi Belum ada 
!KU Kesehatan Reoroduksi Belum ada 

Informasi lain -
Tujuan, Sasaran, Tujuan Strategis : 
!KU yang akan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dilakukan 
penilaian risiko Sasaran Strategis: 

p 
Meningkatnya Keselamatan !bu, Bayi, Anak dan 
Reproduksi 

e 
n !KU Strategis: 

e 
. Angka Kematian !bu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup . Ane:ka Kematian Bavi /AKB) Per 1000 Kelahiran Hiduo" 
Dst 

~ 

p Kab XYZ, .... .. September 2018 

a Kepala Dinas Kesehatan 

n 

.. ... ...... ... .. ........... 
{ 

ujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah 
terkait sesuai urusan, yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Per-angkat 
Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. 
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah 

sebagai berikut : 

( 1} Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait 

lainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis 

Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian 
risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasamya dilakukan 
untuk se!uruh kegiatan utama. Namun dernikian, Perangkat Daerah bisa mernilih sebagian 
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan 
profesional Jainnya; 

( 4) Menuangkan hasil identifikasi. 
Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan 
Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai 
berikut : 

Nama Pemerintab Daerah: Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun 

Penilaian 2018 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 

: Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
: Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidang 

.I 
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Kesehatan 
Peranl!'kat Daerah vang Dinilai : Dinas Kesehatan 

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
(Renja 2019) dan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
Kegiatan Utama 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISII{) 7.455 

ibu hamil 
Keluaran/ Hasil 

2 . Pertemuan ANC Terpadu 30 orang Kegiatan 
peserta 

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko 

tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin 50 orang 

' 
dengan pelayanan darah pada sektor eksternal peserta 

4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 orang 

Kesehatan Peduli Remaia peserta 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 20 orang 

laniutan 1 Kl peserta 

Informasi Lain -

Kegiatan, dan Program Peningkatan Keselamatan !bu melahirkan dan 

indikator keluaran anak 
yang akan dilakukan 
penilaian 
risiko 

Kab XYZ, .. ... . September 2018 

Kepala Dinas Kesehatan 

······· ····· ·· ····· ········ 

2) Menyiapkan penilaian risiko. 

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa ha! perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar 
persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut: 

Tu juon 

Keluoron 

Pekuaono/Pihok Terk.oit 

Waktu 

Surrber data otorna 

\ 

■ 
- Menetopkan krlterlo don skata dampok serto kcm..1ngklnon rlslko 
- Menetopkan elcolo riaiko yang dopot d iterimo 

- Skolo damJ:ak don kemungkinon 
- Slcalo ns1ko yang dopat ditorlrno 

- Unit Pemllik Rie iko Tingkot Pemerintoh Doerah. Eselon 2 , 3 don 4 
- Fosllltotor 

- PenyU&unon RPJMD 
- Oireviu/dinl.Jtakhiric:an aetiap tahun poda saat penyuaunon KUA/PPJ/IS 

- Pedornon PenUolan Rislko 
- CSA/FGD 

7 
I 

1 
I 

I 
I 
I 
I 

a) ·~. Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko. / 

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada pedoman ini , sebagaimana 

telah disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala dampak serta 

kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko 

sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II pedoman ini. 

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen. 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan 

dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya 

bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian 

atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya. 

b. Identifikasi Risiko 
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan 
tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. 
Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkiraki 
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akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko 
antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat 
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak 
risiko, serta penerima dampak risiko. 
Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun 

pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut 
risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut : 

Entitas/ 
Nomor 

Tahun Perangkat urut risiko 

Tingka t Pelaksanaan Jenis Daerah yang di Entitas / 

Risiko Penilaian Risiko Ris iko Menilai Perangkat Kode 

Daerah 

RSO 19 00 05 01 RSO.19 .00.05.01 

RSO ":'.. Kode. Jenis Risiko untuk Risiko Strategis. Eerangkat Daerah 

19 Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019 

00 Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan 
Operasional) atau tuj uan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah). 

05 Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) 
atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan 
Operasional) 

01 Nomor urut risiko 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana forms . 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut : 

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; 

2) Identifikasi kejadia,n risiko selain mendas~k?n pada,, perma~ahi.hap. ya,ng perna.h terj.ad~ 

dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 

menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang 

digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD/ 
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02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 
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16 

17 

18 
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20 
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2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Tahun 
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Form 5 

Conteh Kode Risiko 

Entitas/ 
Tingkat Pelaksanaan Jenis Perang kat 
Risiko Penilaian Risiko Risiko Daerahyang 

Menilai 
RSP 19 01 01 

RSO 19 02 05 

ROO 19 03 25 

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 

RSP = Strategis Pemerintah Daerah 

RSO = Strategis Perangkat Daerah 

ROO = Operasional Perangkat Daerah 

Nomor 
urut di Entitas/ Kode 

Perangkat 
Daerah 

01 RSP.19.01.01.01 

01 RSO.19.02.05.01 

01 ROO.19.03.25.01 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 

Pendidikan 21 Pcrsa]l(lian 

Ke""L"ta.u 22 Kt:Ludavwru 

PU dan Tata RU8llR 23 Peroustakaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsi~n 

Kctentraman, Ketcrtiban Umum, dan 25 Kelautan dan perikanan 

Pcrlind unoan Masvarakat 

Sosial 26 Pariwisata 

Tenaga Kc1ja 27 Pertanian 

Pt:wlx:nl"l'>lau Penanv•= & Pcliu.d Ullll.'ll- Anak 2& Kehuwnau/ PakeLunan 

Pangan 29 Ene:nri dan sumber dava mineral 

Pcrtanahan 30 Pcrd02anoan 

Linoktmoan Hiduo 3 1 Perinclustrian 

Administrasi keocncludukan den nrncatatan sioil 32 Transmion:1~i 

Pe:mberdayaan masyarakat den desa 33 Penyusunao Kebijakan dan 

Koonlinasi Administratif 

Pcnu=clalian nenduduk dao keluru-ira berencana 34 Aclm.inistmsi Kcsekretarietan DPRD 

PerbubunRan 35 Pcmbinaan dan PeoRawasen 

Komunikesi den informatika 36 Pereocanaan nembanRunao, litbanR 

Kooerasi Usaha Kec il Mikro 37 Keuanoan dao Pendaoatan 

Penaoaman Modal 38 Kcpegawaian den Pengernbangan SDM 

Keoemudaan dan olah r02a 39 Bcncana 

Statistik 40 Politik 

99 Lainnva 

Entitas yang menilai dengan kode sebagai berikut: 

Pemerintah Kabupaten Lamongan 39 Kecamatan Bronclong 

Sekretariat Daerah 40 Kecamatan Dcket 

Sekretariat DPRD 41 Kecamatan Olagab 

lnspektomt, 42 Kcc;ama!an Ktilitengah_ 

Baden Kepegawaian dan Pengembangan Swnber Daya Manus.ia 43 Kccamatan Karangbinangun 

Badao Kesatuan Baogsa Dan Politik 44 Kecamatan Karanggeneng 

Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah 45 Kecamatan Kednogpring 

Badan Pendapatan Daerah 46 Kecamatan Kembangbabu 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 47 Kecamatan Lamongan 

Badan Perencanaan Pembanp;noan, Penelitian dan Pengembanp;an 48 Kecamatan Laren 
Daerah 

Dines Kearsipan cl.au Perpustakaan Daerah 49 Kecamatan Madman 

Dinas Kepencludukau dan Pencatatan Sipil so Kecamatan Mantup 

Dines Kesebatan 51 Kecamatan Modo 

Dines Kctahanan Paugan dan Pertanian 52 Kccamatan Ngimbang 

Dines Komunikasi den lnformatika 53 Kecamatan Paciran 

Din as Koperasi dan U saha Mikro 54 Kecamatan Pucuk 

Dinas Lingkungan Hidup ss Kecamatan Sambeng 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 56 Kecamatan Sarire:jo 

Dinas Pekerjaan Umuw Bina Marga 57 Kecamatan Sekaran 

Dinas Pekerjaan Umum Sumbcr Daya Air 58 Kecamatan Solokuro 

Din.as Pcmbcrdayaan Masyaraka t dan Ocsa 59 Kccam.atau Sugio 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan /\nak 60 Kecamatan Sukodadi 

Dines Pemuda dan Olahraga 61 Kecamatan Sukorame 

Dinas Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 62 Kecamatan 'l'ikung 

Dinas Pendidikan 63 Kecamatan Tu.ti I 
• 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

25 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.1 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Dacrah 

Dina.s Perhubungan 02.2 Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Dinas Perikanan 02.3 Bagian Kcrjasa.ma Sekrctariat Daerah 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 02.4 Bagian Kesejahtraan Masyarakat Sckretariat Daerah 

Dinas Perumahan Rakyat, Ka.wasan Pe1mu.kiman dan Cipta Kruya 02.5 Bagian Orga.nisasi Sekrctariat Daerah 

Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 02.6 Bagian Pengadaan Ba.rang Dan Jasa Sekrctruiat Daerah 

Dinas Sosial 02.7 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 

Dinas Tenaga Kerja 02.8 Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah 

RSUD Dr. Soegiri 02.9 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat 
Daerah 

RSUD Ngimbang 02.10 Bagian Swnber Daya Alan, Sekn:tariat Daenili 

Satuan Polisi Pamong Praja 02.11 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daera.b 

Kecamatan Babat o.v?- Bagian Umum Sekretruiat Daerah 

Kecamatan Bluluk 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. 

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Walikota dan Kepala 

Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat 

operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta 

Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite 

Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk 

mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kab 

XYZ dilakukan sebagai berikut : 

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan/sasaran terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, 

sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko). 

Hasil identiftkasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kab XYZ dengan langkah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. 

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pengelolaan risiko : 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko 

Strategis Pemerintah Daerah : 

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan. 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6/ 



Nama Pemerintah Daerah : Pcmerin tab l{ab XYZ, ProvinsiABC 

Nama Pcrangkat Daerah : Din.as Kesehatan 

Tabun Penilaian 2018 

Periode yang d inilai : Periode RPJMD ('J'abun 2019-2023) 

Urusan Pemerintahan : Urusau Wa"ib Pelayanan Dasar Bidani,: Kcsehatan 

lndikator Risiko 

No Tujuan/ Sasaran Kinerja 

Strategis 

Uraian 

a b C d 

Tuju an Strategis 

Pem erintah Daerah 
1: Meningkatkan derajat 
kesehatan wasyarakat 

Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan Pe,ilaku 

Meningkatnya kualitas Harapan Hidup Bersih Schat 
kesehatan wasyarakat Hidup (PHBS) rendah 

Pelayanan keschatan 

belum wemenuhi SPM 
Bidang Keseha tan 

Keternngan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b d iisi dengan tujuan strategis wusan wajib sebagai mana tercantum dalam 

RPJMD/ Renstra Kolom c diisi dengan iudikator kinerja tujuan strategis 

Kolom d cliisi dengan uraian pcristiwa yang mcrupakan risiko 

Kolom e diisi dengan Kode risiko 
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Form6 
Contoh Form ulir Kertas Kerja Iden tifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Scbab 

C/ U C 

Kocle Pcmilik Urruan S umber 

Risiko 

e f g h i 

RSP. I Kepala Bclum tcrsed.ianya Internal C 1. 

9 .01.02 Daerab Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2 . 
.01 (STBM) (Tidak terwasuk priolitas 

3. anggaran) 
4 . 

RSP.l Kcpala 1) Sarana prasarana belwn wemadai Internal C I. 

9 .01.02 Daerab (Puskesmas PON ED tidak tersed_ia,) 2 . 
.01 

2) Jumlah teuaga kesehatau belum 3. 

memadai (Tenaga laboratorium, 4. 

dokte r, tenaga kesehatan) 

5. 

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pibak/ unit yang bcrtanggu,1gjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko 

Dampak 

Uraian Pibak yang 

Terkena 

j k 

Angka kejad ian Penyalcit Kepala 

Tidak Menular (PTM) tinggi Daerah Masyarakat 

Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 
Perangkat Daerah 
Tcrkait 

An gka stun ting tiuggi 

AKJ tinggi, AKB tinggi Kcpala Daerah 

Pcningkatan kasus gizi buruk Masyarakat 
Peran.gkat Dacrah 

Kasus HIV meningkat Terkait 
Kasus TB meningkat Angka kejadian 

Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 

Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 

Angka stunting tinggi 

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudab identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Metlwd, Machine , dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekstemal/ internal) 

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan 1isiko 

Kolom j diisi dengan umian ak:ibat yang ctitimbulkan jika risiko benar-beuar terjadL Untuk mempe,f udah identifikasi dampak risiko , dam pak risiko bisa d ikategorikan ke dalam: Keuangan, Kineija, Reputasi dan H ukum 
Kolom k diisi dengan pibak/ unit yang m enderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah: 
a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan 

pengendalian yang menjadi tanggung jawab walikota/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: 
peraturan/ monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya diFancang merupakan t-a.nggung jawab Walikota, at-a1:1• hanya 
bisa dilakukan oleh Bupati. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan 
pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian 
tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE 
Bupati atau pemantauan oleh Bupati. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian 
tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 
Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih 
untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah 
yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati. 

n Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan 
risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati. 

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi 
kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah 
yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan 
konteks strategis Pemerintah Daerah. 
Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kab XYZ telah menetapkan 
konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang akan 
dilakukan penilaian risiko. 
Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait 
Urusan Wajib Kesehatan : Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 
Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan !bu, Bayi, Anak dan Reproduksi. 
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 
Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan : 
a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, 

kunjungan ibu hamil tidak teratur). 
b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan; 
c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; 
d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 
Conteh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis 
Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7. 
Hal-ha! yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah 
sebagai berikut: 
a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan 

pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala 
Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) -
Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh 
kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan 
pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP 
Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan 
operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 
Perangkat Baerah. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah 
yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat 
Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh 
kepala Perangkat Daerah. 

n· Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/ divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 
Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian 
yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Dicontohkan bahwa 
Dinas Kesehatan Kab XYZ telah menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 

risiko/ 



Form 7 
Conteh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Stra tegis Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah Oacnlh : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC 

Nam a Peraogkat Oacrah : Oinas Kesebatan 
Tahun Penilaian : 2018 
Periode yang clinilai : Periode Renstra (fabun 2019-2023) Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat 
kesehatan masyru-akat 

U rusan Pemcrintahan : Umsan Wajib Pelayanan Oasar Bidang Kcschatan 

Risiko Sebab Oampak 

No Tujuan/ Sasarao lndikator Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber C/ Uraian Pibak 

Stratcgis Kincrja Ris iko UC yang 

Tcrkcna 

a b C d e r g h i j k 

1 'l\1juan: Meningkatkan 

clerajat keschatan masyar.tl<at 

Sasaron S na tegis 1. Angka Kematian lbu Penggunaan layanan RS0. 19 . Kepala 1. Kurangnya Sosialisasi Keseha tan In ternal C lbu hamil tidak Oinkes 

Peraogkat Oaerah: Meningkatnya Melahirkan Per l 00.000 kcschatan renclah (Pcrsalinan tidak 02.02.0 Dinas 2 . Keterllbatan lintas program linta, meugetahui prosedur RSUO Masyarak 
Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Kelahirao Hiclup d.ilakukan pacla faskes, kunjw 1gan 1 Kcseh atan pelayanan clan tancla- at 
Reproduksi 2 . Angka Kematian Bayi ib u bamil tidak teratwj 

sektor (Posyandu, R'f/ RW, tancla bahaya kehamilan 
(AJ{B) Per 1000 Lw 'Rh, Kecamatan, Perangkat 
Kelahirao Hidup 

Dacrah terkait) reuclah 

3 . Angka Kemat.ian Balita Kualitas pelayanan A PN RS0. 19. Kepala 1. Kompetensi tenaga kcsehatan Internal C Kepuasrui Oinkes 
(AKaBa) Per 1000 ticlak 02.02.0 Dinas tentang APN (llidao, cloktetj masyarakat renclalt kualitas RSUD Masyarak 
Kelah.iran Hid up 

sesuai SPM Keschatan 2 Kesehatan at 
renclah (TentangSO IDTKMTBS, clan cfektivitas pelayaoan 

neo natal esens.ial ) rend ah 

4. Cakupan Pertolon gan Saraoa pendukung RS0. 19. Kepala - Alat penclukung ANC ticlak lntemal C Kualittas clan Oinkes 
Persalinan oleh Tenaga AN C kurang memacla.i 02.02.0 Din.as dikalibrasi e fektivita.s RSUD Masyarak 
Kesehatan yan g mem.iliki 

3 Kesehatan pelayanan rendah at 
Kom petensi Kebidanan - Regen clan alat pendukung Kepuasan 

ANCkurang masyruakat l'Cnclah 

- Tenaga Jaboratorium di 

Pelayanan Keschatru1 kwang 

5 . Cakupan Pelayanan Mutasi tenaga RS0.19. Kcpala Sistem kepegawa.ian Internal UC Kual.itas clan Oinkes 
Kesehatan Bayi kesehatan terlatih 02.02.0 Oinas efektivitas pelayrutan RSUO Masyarak 

4 Kcsehatan n :nclah Kepuasan at 
masyrua kat reodah 

~ 



Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan 
Dasar Bidang Kesehatan: Jarninan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut adalah: 
Peningkatan Keselarnatan !bu Melahirkan dan Anak. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Kesehatan 

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 
b) Pengadrninistrasian tidak tepat waktu; 

c) Laporan R~ali!!f!~i K~u~ngiµ\ T:r:iW1Jl@; 
syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi. 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 
Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 
Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis darnpak dan kemungkinan risiko 
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah 
melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan. 
Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada 
Kab XYZ dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing­
masing peserta diminta memberikan skor terhadap darnpak dan kemungkinan sesuai 
dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai 
darnpak dan kemungkinan dari seluruh peser.ta dijumlahkan- dan dibagi dengan total peser t& 

untuk mendapatkan rata-rata skor darnpak dan kemungkinan risiko. Contoh Formulir Hasil 
Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi risiko 
Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada 
Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional 
Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan 

diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalarn ~d/an ini, risiko 
dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangan-7 



Form 8 

Conteh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah daerah : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC 

Nama Perangkat Oaerah : Dinas Keeehatan 

Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai 2019 

Tujuan Strategia : Meningkatkan derajat keaehatan maayarak.at Saaaran strategia 

Perangk.at Oaerah : Meningkatkan derajat keaehata.n masyarakat 

Uruaan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Daaar Bidana:. Ke1ehat.an 

Riaiko Sebab•J C/ 09.mpak0
) 

No Kegiatan lndikator Keluaran UC 

Tahap Uraian Kode Pem.Hi.k Uraian $umber Ura.ian Pihak yang 

Terkena 
Risiko 

• b C d C F g h i j k I 

Jaminan Terbayarkanya Jamin an Pertanggungjawab Pertanggw1gjawaban tidak tepat waktu R00.19.02.02.01 Kepala Dinas Berkas dokumentaal pasien terlamba Ekatemal UC Pernbayaran Kepala 

Pcrsalinan Keachatan/ Kcpala 
dilengkapi oleh rumah sa.kil 

tidak dapat aegera Oerah 

{DAK 
an Bidang Keamas direaliaaaikan Rumah Mkit Masya.rakal 

NON FISIKJ 

Penatauaahaan Pengadministrasian tidak tepat wa.ktu R00.19.02.02.02 Kepala Dinas Berkas dokumentaai pasien terlamba Ekatemal UC Pembayaran Kcpala 

Kesehatan/ Kepala 
dilengkapi o leh rumah sakil 

tidak dapal scgcca. Derah 
Bidang Keamas ctirealisaaikan Rumah aakit Masyarakal 

j'rerbayarka.nya Jamin an 
Jaminan Pelaporan l.aporan Realisasi Keuangan ROO. I 9.02. 02.03 Kepala Dinas Rumah Sak.it (RS M. Anwar) Ekaternal UC Dana DA K 'I'riwu1an Kepala Derah 

Pcrsalinan Tiiwulan: Kesulitan mengumpulka n 
Kesehatan/ Kcpala Bidang menyampaikan berikutnya Rumah aakit 

{OAK 
NON FISIK} adminiatraei ayarat pencairan, yaitu Ketmaa 

klaim tidak lengkap ticlak disalurkan oleh Maayarakat 

kelengkapan klaim 
Kcmcnkeu -

Peman.tauan dan Kegagalan mengidentifi.kasi permasalahan R00. 19.02. Kepala Dinas Evaluaai d ilakukan terbatas pad.a Internal C Anggaran Jampersal tldak Dinaa 

evaluaai 
02.04 Keachatan/ 

Kepala Bidang Keamaa 
output Uurnlah bumil ruiakin yang terscrap I 00% 

Keaehata.n 

belum mempuoya..i jantinan 

kesehatan laionya terlayani 

Pembcrian Layanan Terlaksananya Kcgiatan Pel'cncanaan Data tbu hamil miskin yang belum R00.19.02. Kepala Dinas Kurangnya koordinasi dengan Dinaa Internal C Pcrencanaan kurang tcpat Kepala Derah Ru mah Mkit Masynrakat 

memiliki jaminan keaehatan lainnya dari 
02.05 Keiwhatan/ Kepa la 

Soaial Bidang K~amaa 

kecamatan dan kelurahan belum ada 

Pcrhitungan keburuhan dana tidak R00. 19.02. Kepala Dinas ri'idak ada Internal C Terharnbatnya pelayanan 
Kepala Derah Rumah aakil Maayarak.at 

02.06 Keaehatan/ Kepala ldatabase 
tepat Bidang Keamas 

Pelaskanaan Adanya paaien yang maeih dikcnakan R00.19.02 . Kepala Din.as rfidak ada database In ternal C Rendahnya kepuaaan 
Kepala Derah Rumah eak.it Masyarakat 

biaya oleh RS/ Bidan (double claim) 
02.07 Keaehatan/ Kepa.la 

maayarakat 
Bidang Kesnias 

Pelaskanaan Proses croaa check data dengan BPJS R00.19.02. Kepala Oinas Kurangnya kordinasi Internal C Tcrhambatnya pelayanan 
Kepala Derah Rumah aakil Maayarakat 

dan Jamkcskot yang rnembutuhkan 
02.08 Keaehatan/ Kepala 

Bidang Keamas 

I waktu lama 



Form9 

Formulir Hasil Analisis Risiko 

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyar akat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Analisis 
No. "Riaiko" yang Kode Skala 

Teridentifikasi Risiko Dampak*) 

a b C d 

I Risiko Strategis 

1 Penerapan Peritaku Hidup RSP: 19.01.01.01 3 

Bersih Seha t (PHBS) rendah 

2 Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01.01.02 4 

memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan 

I Risiko Strategis Perangkat 

Daerah 1: Dinas Kesehatan 

1 Penggunaan layanan RSO.19. 4 

kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan 01.05.02 
pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) 

2 Kualitas pelayanan APN tidak RSO. 19.01.05.03 4 

s esuai SPM Kesehatan 

3 Sarana pendukung ANC RSO. 19.01.05.04 4 

k u rang memadai 

4 Mutasi tenaga kesehatan RSO. 19.01.05.10 4 

terlatih 

III Risiko Operasional 

Perangkat Daerah 1: Din as 

Kesehatan 

1 Data !bu hamil miskin yang ROO.19.01.05.02 4 

belum m emiliki jaminan kesehatan lainnya 
da ri kecamatan dan kelurahan belum ada 

2 Perhitungan kebutuhan dana ROO.19.01.05.03 2 

tidak tepat 

3 Proses cross check data ROO.19.01.05.04 3 

dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan 
waktu lama 

4 Adanya pasien yang masih ROO.19.01.05.09 3 

d ikenakan biaya oleh 

RS/Bidan (double claim l 

5 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu ROO.19. 01.05.10 4 

6 Pengadministrasian tidak ROO.19.01.05.11 4 

tepat wakt u 

7 Laporan Realisasi Keuangan ROO.19.01.05.12 4 

Triwulan: Kesulitan mengum pulkan adm inistrasi 
syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim , 
berupa doku mentasi 

8 Kegagalan mengidentifikasi ROO.19.01.05.13 4 

permasalahan 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nom or urut 

Kolom b diisi dngan risiko ya ng teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lam piran 6a dan 6b 

Risiko 

Skala Skala 

Kem ung Risiko 
kina n*) 

e f=dxe 

3 9 

4 16 

3 12 

4 16 

2 8 

3 12 

4 16 

2 4 

2 6 

1 3 

3 12 

2 8 

2 8 

3 12 

Kolom d diisi dengan s kala dampak berdasarkan perhitungan rata - rata/modus skala dampak 

yang diberikan peserta diskusi 

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata- rata/modus skala 

kemungkinan yang diberikan peserta diskusi / 

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kem ungkinV 



Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana 

disajikan Matrik Analisis Risiko berikut: 

Urusa n Waj ib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO 

Hamplr pastl 

Kemungklnan 
b .. ar 

Kamungklnan 
kecll 

Sang■t Jarang 

Keterangan 

Contoh Formulir Hasil Analisa Risiko untuk tujuan strategis "Mening\{atkan derajat kesehatan masyarakat", 

maka Daftar Risiko Prioritas Kab XVZ adalah sebagai berikut: 

Nama Pemda : Pemcrintah Kabupaten XYZ, Provins i ABC 

Tab un Pcnilaian : 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kcsehatan masyarakat 

Un1san 

No 

a 

Ill 

Pcmerintaban : Urusan Wajib Pelayauan Dasar Bidang Kcsehatan 

Ris iko Kode Skala Pemilik Penyebab Dampak 

Prioritas Ris iko Risiko Risiko 

b C d e f g 

I Risiko Stratcgis 

I 

II 

I 

I 

Pelayanan RSP. 19.01.01.02 9 Kepala Daerab 1. Sarana prasarana belum AKI tinggi AKB 

kcschatan bclum memenuhi SPM memadai (Puskcsmas tinggi 
Bidang Kcschatan Pcningkatan kasus gizi bwi.ik 

PONED tidak tcrsedia,) 
Kasus HIV meningkat 

2. J umlah tenaga keseha tan Kasus TB meningka t 

belum memadai (Tenaga 
Angka k cjad ian Pe:nyakit 
Tidak Men ula..r (Pl'M) tinggi 

1aboratorium, Angka keja<Ua.n Penyakit 
Men ular ti.nggi 
Angka s tunting tinggi 

Risilro Stratcgis 

Peranocka t Daemh l 

Sarana pcnd ukung RS0. 19.01.05.0 3 16 Kepala . Alat pcndukung ANC tidak Kua.lites pelayanan ANC tidak 

ANC kurang memadai Dinas dikalibrasi scsuai SPM kcschatan 

Regen dan alat pcndnkung 

ANC kwang 

. Tenaga Jaboratorium di 

Puskcsmas kurang 

Risiko Opcras iooal 

Pcrangka t Dacmh l: Dines 
Kc-sehatan 

Data Ibn ha.mil miskin yang bclum R0 0. 19.01.05.0 2 16 Kepala Kw-angnya koonlinas i dengan Pcrencanaan kw-ang tcpa t 

mcmiliki jam.inan keschatan lainnya Bidang Dinas Sosial 

dari kecamatan dan kclurahan 

bclwn ada 

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah. daerah di.harapkan m.embangun 

pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventij), menurunkan dampak 

dari risiko yang muncul (mitigatij) , atau keduanya. 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 

Ko tuoron 

lkhtlsar Evalu.-51 Pengendalian yang A.eta da.n yang Dibutuhkan 

- Mo-ng~.,._hfiko_,,.. pongon0011on y,ong 1iiudoh ode:, t.,koil dongoon rts, O yong 
ciprfo01::w.icon unu,1tr. dltongonl (d1~) 

- """'Oflolol o lolrllt11tt9 f>O"i)'9'ncloio" yong odo 
- M~n«Hlko,t pongondaion ygng mo~" QibutYNt\'U"l/'11i.b<m9",.1n 

.. ~=~r:~ :J~':: vo ng ~ ot,tuk MOU "'O"'m « h\ g rlt1k:o p,i.o,-ltos 

- "°"'I iid.nt 1',~ ~•:.n yc:u~ n,a-"" ctlbut..,t-.kon --t\.ltc mo•"'Q 
- n'liQl--.rig r•S.tli:'<>prlQtfto • u r~ \NCljb/ pl h on. 

StlCl'R-.gla~-1ntah 00..-0.h 
• s.Jkdo • Jot;u Koordinotor 
- ltrdt. p,g,..'l"mii: Al•lko Tlnglirot { u>k,,n ,: bc•palc: Or~/!KPO don Kobog/lC'.obid 

OPO) 
- f"~illt9~~ 
st1at-ui• (enttto.} ore 
__ ,_, 

- '-n;t P<tM,hlc Rd ko I Ot 1["9(;,n 1, di:);\, 2 
- fbailflo t :>r 
Ope-ro-alonelOll'D 
• -OPO 
- l.nir Pe>mllllt R,.ffco T 

f"Cntllto t :)r 
at..El.-.>ton 3d004 

st...._a • .....,...__,.._._ oa-ah 
~ ~ nonRF'.,M O 
Ode-.Au/ dknurothll'kon seuop w nur poc,o t oot pe~ unan KUVPPA'S 

----(-)Oft> 
- PGcSG acot pen·,'Ufllrw:rn Ri&"-ltra OfJC, 
~ ~ I dN"nvtokhlr1t'on ae\;c,p tohur podo soat ~...non ltK.\ OPD ---PQ:ICI M U& pqnyw~nonRKA OPO 

CG.A/J:GD I 



Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang 

dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan 

prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif 

antara lain jika : 

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu 

I}'lenang_8tni tjsjko y@g t~ridentifi~!l,-~j;, 

b . Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c . Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yangjelas; 

d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya . 

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas Kesehatan pada Kab XYZ, langkah ini 

dilakukan sebagai ber.ikut : 

a) Risiko Operasional : Data !bu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya 

dari kecamatan dan kelurahan belum ada. 

(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah Juknis Penggunaan 

DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah 

pengendalian). Celah pengendalian ini- con tohnya seperti pengendalian yang ada belum 

mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 

pengenda!ian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain 

yang timbul). 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 

Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten XYZ 

untuk menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi 

atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang dibutuhkan Penanggung jawab 

pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan 

terkait dalam membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang. 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 
lkhtisar Penyusunan RTP 

TuJuon 

Ketuoran 

Peklkson a / PihOk rerkoi t 

WolmJ 

StJm ber data u tarna 

-- Menglden t lfil<o si Rencona Tln dok Pengendolk:Jn (RTP) u ntuk mengoto s\ 
kelemo hon lingku ngon pen g endolalon 

a 

- Mengldontllikosi RTP untut meng otosl d slko Podo tin gkot strotegls 
pem erintoh doero h.. tJngkot strotegfs (entitos) OPO, don tfngko t o p e ro sionol 
OPO 

- Oottar Rencono Tindok Pengendalion untuk Mengatoai Risiko 
- RelcaP,tutosl RTP 

Slrateglti Pemerintah Daeroh 
- Kepclo Ooero h 
- 5ekdo seloku kon::Unotor 
- Uni t Pengeloola Risllt:o Pemdo (Kepolo dooroh don kepolo OPD/SKPO) 
- Fo siHtotor 
Strategi s (Entitoe) OPD 
- KepolaOPD 
- Unit Pe m ll! lc Rislko Tln gkot eselon 1 o tou 2 (Kepa lo OPD/SKPD don Ko b og/ 

kobld ) 
- Fo silitCJlor (opsionol) 
Operaslonol OPD 
- l(e pota O PD 
- Uni t Pemihk Rlslko Tingkot Ese /o n 3 o tou 4 OPO 
- Fo sllitotor (opsk>nol) 

Strotegla Pef'neflntah Doeroh 
- Pvnyusunan RPJMD 
- Oireviu/ dirnutoktltfkon s e tiop tonvn padO soot penyusu non KVA/PPAS 
Strotagit, (Entltae) OPO 
- Pado :soot penyusunon Remstra OPD 
- Oirevlu/ dk"nutokhlrkon ,etiop tOhun podo soot pon.yusunon RICA-CPO 
ap.raaionat OPD 
Podo soot penyu:,unan RKA- O PD 

C SA/FGD 

RT!:' m ~J"\!P.~k@ ~~Qijakim/ prQ~~QJ!r. yw_g ak@_ Qi_Q\!.~i.. @J.i.1.J.~. m.~mh.wgi.!.tJ.. 12~o_g~n.,.<i~_@ _ :v.wg 
diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas 
yang sudah teridentifikasi. 
Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut: 



a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian. 

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP 

lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, selanjutnya disusun Rencana 

Tindak Perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Oaerah : Pemerintah Kab XYZ 

Tahun Penilaian · 2018 

No. 

a 

I 

1 

II 

1 

2 

III 

1 

2 

3 

IV 

1 

2 

3 

4 

-
5 

6 

V 

1 

Kondisi Rencana Tindak Penanggung Target 

Lingkungan Pengendalian yang Kurang Perbaikan Lingkungan jawab Waktu 
Memadai Pengendalian Penyelesai 

an 

b C d e 

Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

Banyak terjadi Analisis/kajian kelemahan Inspektorat Triwulan II 

pencopotan/mutasi pejabat daerah karena pengendalian kepatuhan hukum 2019 
tersangkut kasus hukum 

Komitmen Terhadap Kompetensi 

Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan Penyusunan peta BKPSOM Triwulan III 

kompetensi dan pengalamary. kompetensi dan perbaikan SOP 20].9 
penempatan pegawai 

Kualifikasi dan kompetensi Ookter serta tenaga Recruitmen dokter Oinas Triwulan III 

kesehatan di RSUO Kota XYZ belum memenuhi dan tenaga kesehatan kesehatan 2019 

kebutuhan akan pemberian pelayanan 

kesehatan di Era JKN 

Kepemimpinan yang kondusif 

Pimpinan belum menetapkan kebijakan Penyusunan kebijakan pengelolaan Sekda Triwulan I 

pengelolaan risiko risiko 2019 

Rencana strategis dan rencana kerja pemda Penilaian risiko rencana strategis Sekda, BPPD Triwulan I 

belum menyajikan informasi mengenai risiko dan rencana kerja 2019 

Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum Evaluasi pemberian layanan dan Inspektorat Triwulan I 

optimal dan terdapat regulasi Oinas Kesehatan kepatuhan regulasi 2019 

Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya 

yaitu ketentuan mengenai praktek Ookter 

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan 

SOM 

Pemda belum mengintemalisasi budaya sadar Sosialisasi budaya risiko pada Sekda Setiap bulan 

risiko setiap rapat bulanan 

Bel um terdapat pemberian reward dan/ a tau Kajian rancangan BKPSOM Triwulan I 

punishment atas pengelolaan risiko pemberian reward dan/ a tau 2019 
punishment atas pengelolaan risiko 

Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan BKPSOM Triwulan I 

dipertimbangkan dalam perhitungan perhitungan hasil kinerja terhadap 2019 

penghasilan penghasilan 

Anggaran pengembangan SOM belum memadai Kebijakan efisiensi penggunaan BKPSDM Triwulan I 

anggaran 2019 

Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki Penyusunan strategi pemenuhan Oinas kesehatan Triwulan II 

strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian dan pendistribusian SOM kesehan 2019 

SOM kesehatan di Puskesmas (Rekomendasi BPK) 

Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUO Kota Perbaikan sistem Pemenuhan RSUO Kab X¥Z Triwulan II 

XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan tenaga kesehatan di RSUO Kab XYZ 2019 

dalam pemberian 

Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

Inspektorat Oaerah belum melakukan audit Perbaikan prosedur pengawasan Inspektorat Triwulan I 

kinerja atas penyelenggaraan urusan kinerja dan Penyusunan PKPT 2019 

kesehatan dalam tingkat strategis inspektorat 

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko. 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi 

risiko. Oalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. 
Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan peng-endalian f g 



diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon 

risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

(1) Menghindari risiko (avoid) 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan 

yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika 

indixidlJ. at~i.,, in:sta.nsi bersifat menolak risiko. P<;nghmdaran risiko si;c~i;i., tidak tepat justi:u 

dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang 

memeroleh manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar 

kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga 

digunakan adalal1 pencegahan (p,-evention). 

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (mitigate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar 

kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. 

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (,-educe). 

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko 

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Conteh 

mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi 

seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. 

Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya 

finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik 

keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko 

baru, yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat 

mengelola risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain) 

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko 

tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak 

memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut 

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan 

1:ar_get Waktu Penyel!',_saian. Sebag_ai co_ntoh pad13- pei:iilai8[1 Risiko untu~ tujuan str::ate_g/s 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan sebagaimana form 10 (kolom g­

i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam 

form 10. 

Contoh Rencana Tlnda.k PengenclaUan untuk Mengatasl Risiko 

Nar..aa. Pemerlntah Oaerah 
Tahun Penllalan 
Tujuan Strategis 

: Pemerlntah Kabupaten xvz 
: 2018 
: Meningkat:kan Derajat Kesehatan Masyarekat 

Uruso.n Pemerintahan : Urusan Wajlb Pelayanan Oa.sar Bidang Kesehatan 

N P~rnyuloon t-l1-,.1ku ;;~~99~~;0~~~:-;1 PGtnonggung Torgfft Woktu 
{) 1.,ntuk mengotn~I .Jowob PttnyttlHSUlCHl 

nsiko 

Rlallco Stroteela Piwl'lerlntah aic..rat, 

'Peklyonan kesehotan belum Rekrutmen tenogo honorer Kepala Ooeroh Tr1wulon IV 
memenuhi SPM Bk:lang Kesehatan kesehatan 2019 

II Risiko Strotegls OPO: Dinos 
Keseholon (2019- 2023) 

Sarona pendukung ANC kurong Evoluosl otos lrnplernentosl KepaloOtnos Triwulon I 2019 
memodoi SOP Alot Kollbro.si 

Evalua.sl otas 1mpternentosi Kepolo Dinos Triwulan II 2019 
Standor Pelayonon 
Puskamos 

Il l Risiko Operoslonol OPD : Dinos 
Kesehoton (2019) 

Doto lbu hOmil mlskin yang belum EvoluosJ atos lrnplernentosi KepatoBogion TriWYkln I 2019 
memitik.i jominan kesehotan (Permenkea Nomor 3 Tohun 
kJinnyo dCH"i tcecomoton don 2 019) 
keturohon belum ado 

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang dicontohkan pada 

gambar diatas merupakan bentuk dari "mengubah/mengurangi munculnya risiko (abat1 



Form 10 
Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pexnda : PemerintaJ1 Kab. XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayarum Dasar Bidang Kesehatan 

Kode 

No R isiko Prioritas Risiko 

a b C 

I Risiko Strategis 

1 Pelayanan kcseha tan belum mcmenuhi SPM RSP.19.01.01.02 

Bidaog Kesehatan 

II Risiko Strategis Dioas 

Kesehatan 

1 Sarana pendukung Ante Natal Care (ANq kurang RS0.19.01.05.03 

memadai 

lll Risiko Opemsional 

Oinas 

Keschatatl 

1 Data ibu hamil miskin R00.19.01.05.02 

yang belum memiliki jaminan kesehatan 
lainnya dari kecamatan dan kelw'Rl1.an bctum 
ada 

Keterangan : 

Kolom a d.iisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan 
risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko 

Uraian Rcnca1.1a Tindak 

Pengcndalian yang Celah Pcngcndalian 

SudabAda ") Pen~endalian 

cl e f 

SOP Pertolongan Pcrsaliuan Pmscdur pengendalian tidak dapat Recruitmen tenaga honorer kesehatan 

d ilaksanakan 

SOP Kalibmsi Alat Prosedur pengendalian belum Evaluasi atas implcmcntasi SOP Kalibrasi Alat 

dilaksanakan 

Standar Pelayaoan Puskemas Prosedur pengendaliao belum Evaluasi etas implemeotasi Standar Pelayanau 

(Pcrruenkes Nomor) dilalcsanakan Puskcmas 

Juknis Pcnggunaan Prosed ur pcngendaliao bclum Evaluasi alas implementasi 

OAK Non Fisik (Pem1cnkcs Nomm 
dilalcsanakan 

(Pc1menkes Nomor 3 
3 Tahtlll 2019) 
Tahun 2019) 

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: 
Gedung dibersihkan 2 kali sehari. 
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP J 

PemHik/ Target 

Pcnang- gu.ng Waktu Pcnyelesai- au 
Jawab 

g b. 

Kepala Triwulao rv 

Daem.h 2019 

Kepala Triwulan I 

Dinas 2019 

Kepala Triwulan 11 

Din.as 2019 

Kepala Bagiat1 Triwulatl 11 

2019 



c) Menyelaraskan Rencana Tinclak Pengenclalian 

Dokumen RTP Akhir yang clisusun berasal clari clua Rencana Tinclak Pengenclalian, yaitu 

rencana tinclak perbaikan lingkungan pengenclalian clan rencana tinclak perbaikan kegiatan 

pengenclalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk aclanya kebutuhan terhaclap 

pengenclalian yang sama atau berhubungan clari keclua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pacla 

tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut clan menyelaraskan keclua rencana 

tinclak perbaikan pengenclalian tersebut sehingga clapat menghinclari cluplikasi rencana tinclak 

perbaikan pengenclalian. 

cl) Menyusun rancangan informasi clan komunikasi atas RTP Rancangan informasi clan 

komunikasi merupakan rancangan informasi clan komunikasi yang clibutuhkan agar pihak­

pihM Y.~g ter}JJ)a,t 1~~- p~ng~nc;ialil:lJl w~nge~bw ~el?~r.~cla..i;m <;\l:\P m.enjaJJ;1,.n.km 

pengenclalian sesuai yang cliinginkan. 

Contoh form rancangan pengomunikasian pengenclalian yang clibangun clisajikan sebagai 

berikut: 

Name Pemerintah Oeerah 
Tahun Penllalan 

conton ~omunika5ian Pengenaauan Yang u1oangun 
Pemerint.h Kabupaten XVZ 
2018 

Tujuan Strategic -lngkatkan Den\lat Kesehatan Macyarakat 

2 

3 

4 

... 
Kegiotan Pengendali- M t~diu/Bt,n- Rencana nool100~1-
an yang d1butuhkan tuk: Soronn Penyedta Penerimo Woktu Wak:tu Ketorongon 

Pt,nyoiHu- lntormos1 tnformas1 P 
I 

k 
OJI,, 'ii 

O 
Pelaksonoon o a :.anaan 

Relcrutmen tenago honarer Rapot Sllkdof Dinos Kesehaton Triwulon I 
kesehoton Bupp"'1u 81<PSOM 2019 

Evaluosi crtas implementosi Ropot/Surot Dinus stof Oinas 
SOf' Koibrasi AJot Edoron KeSllhnton kesehoton terkoit Triwukln I 

2019 
Evaluosl otos implementosi Ropol/Surat Oinos Stal Dinos 
Standor Pelayanon Cdoron Kesehotai kosehoton terkoit 
Puslcemos 

Ropot/SUrat Stafllin= Triwulon I 
Evoluosr atos imp1ement0s1 Eaoron Dinos tesehOIOn te<t:ort 2019 
( Pormcnkoo Nomor 3 T ohun Kesehotai 
2019) 

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomuni- kasian 

clibangun clisajikan clalam form 11. 

e) Menyusun rancangan monitoring clan evaluasi Risiko clan RTP 

pengenclalian yang 

Rencana Tinclak Pengenclalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan clijalankan 

untuk memastikan bahwa risiko clapat clipantau keterjacliannya clan pengenclalian yang telah 

dirancang clilaksanakan dan berjalan efektif. ~?1 form rancangan monitoring/pemantauan risiko clan RTP clisajikan sebagaimana form 



Form 11 
Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun 

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ 

Tahun Penilaian : 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Kegiatan Pengendalian yang Media/ Bentuk Sarana Penyedia Penerima 
Dibu tuh kan Pengkomunika sian Inform asi Inform asi 

a b C d e 

1 Recruitmen tenaga honorer Rapat Sekda/Bappeda Din as Kesehatan 
kesehatan BKPSDM 

2 Evaluasi atas implementasi SOP Rapat/ Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan 
Alat Kalibrasi terkait 

3 Evaluasi atas implementasi Ra pat/ Surat Eda ran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan 
Standar Pelayanan Puskemas terkait 

4 Evaluasi atas implementasi Rapat/ Surat Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan 
(Permenkes Nomor 3 Edaran terkait 
Tahun 2019) 

Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor uru t 

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi 

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisijengan 
Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi dengan Keterangan 
tambahan 

Rencana Waktu 
Pelaksanaan 

f 

Triwulan I 
2019 

Triwulan I 
2019 

Triwulan I -
2019 

Triwulan I 
2019 

Realisasi W aktu Keterangan 
Pelaksanaan 

g h 

Telah dilaksanakan dan 

Februari ditindaklanj u ti. 
2019 Dokumentasi berupa 

notulen 

Telah dilaksanakan dan 

Februari ditindaklanjuti. 
2019 Dokumentasi berupa 

notulen 

Telah dilaksanakan dan 

Februari ditindaklanjuti. 
2019 Dokumentasi berupa 

notulen 

Telah dilaksanakan dan 

Februari ditindaklanjuti. 
2019 Dokumentasi berupa 

notulen 



Form 12 
Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. XYZ 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
IUrusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar BidangKesehatan 

Bentu k / Metode Penanggu ng Rencana W aktu Realisasi 

No Kegiatan Pengendalian yang Pemantauan yang Jawab Pemantauan Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 
Dibutuhkan Diperlukan Pemantauan 

a b C D e f 

1 Rekrutmen tenaga honorer Konfirmasi persiapan dan Kepala Dinas Oktober. Oktober. 

kesehatan laporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan November, Desember November, 

Direktur RSUD 2019 Desember 2019 

2 Evaluasi atas implementasi Konfirmasi persiapan dan Kepala Dinas Semester I Juni 2019 

SOP Alat Kalibrasi 1aporan pelaksanaan kegiatan 
Kesehatan 

Direktur RSUD 

3 Evaluasi atas implementasi Konfirmasi persiapan dan Kepala Dinas Semester I Juni 2019 

Standar Pelayanan 
laporan pelaksanaan kegiatan 

Kesehatan 
Puskemas Direktur RSUD 

4 Evaluasi atas Konfirmasi persiapan dan Kepala Dinas Semester I Juni 2019 

implementasi (Permenkes 
laporan pelaksanaan kegiatan 

Kesehatan 
Nomor 3 Tahun 2019) Direktur RSUD 

Keterangan 

Kol om a diisi dengan nomor uru t 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan 

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan / 
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan Keterangan tambahaiv 

Keterangan 

g 

Monitoring telah dilaksanakan, 

didokumentasikan, dan 

didistribusikan 

Monitoring telah dilaksanakan, 
didokumentasikan, dan 
didistribusikan 

Monitoring telah dilaksanakan, 
didokumentasikan, dan 
didistribusikan 

Monitoring telah dilaksanakan, 
didokumentasikan, dan 
didistribusikan 
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3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi 

kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan 

Rencana Tindak Pengendalian. 

lmplementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Pemban~nan infrastruktur yang, meliJ?uti penyusunan atau penyempurnaan kebij!=l-kan dan 

prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. 

b. 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang 

dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi : 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final , peraturan perundang-undangan, kebijakan 

pengencWian, dan, pi:osedu.x: opera,si, bak.u. y:a.n.g a.dGI- ye.pg terk.~t dengan, u:if.ra,s,!;(l.l.kti.u­

pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sis tern pengendaliannya perlu dibangun 

atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta 

mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 

4) Melakuk8.1'1 uji coba pen.er-aJ;llin, ~agendalian-; 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan 

uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang 

mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam 

telah dibuat, instansi pemerintah 

kegiatan operasional sehari-hari yang 

harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

4. lnformasi dan Komunikasi 

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif 

dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur 

pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait 

misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu 

diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait 

misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana 

pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk: 

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses 

oleh seluruh pihak yang berkepentingan; 

c. Sosialisasi/r.oorkshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan 

pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang 

sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi 

pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah 

D;;terah wit;\Jl.{_ pengom\1-niki;'..~ia,n, tei:klµt°. R:I'P G\~l;I.~ B,i~i~o ~tr.1;1.tegi~ Pemerint1;1.h D.~e,1;1.h, dan oleh VPR 
Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, 

dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan 

sebagai berikut: 

Nlmil Pameriolah llU<ah 
TahunPenulan 
Tujuanstrot.gls 
\kusanl'<lmerintahan 

Realisasl Pengomunikaslan Pengendallan Vang Dl,angun 

~~XYZ 
2018 
~DlrlliatK~MHya~lcal 
urus.n 'Wajib Pelayanon Dasot Bidang Kesehatan 

ktgict:r ~r g,•n±l M~::110/9er- p-1:-,YEdlO :>9Nri!T'o Rercona Reclso,o:i-
Jr or~ .:1::iuu• ken tut Sarena rfxmos rtor11,Js1 WJktJ \o\ol1~ l(~e ari30n 

Perqomu· f'E-b'Cs:rcon P J 
JJla!lOO. ~•mcntauon • 0 ,ano:,r 

I I -tenog:, nooonr ~ Stldq8oppe· Dm,l.,.,,Jlan 
liwutll12n fewri::mt Telotdid<sonotan& 

<e1Etaon do ~A ali.-nj.li. 

2 c'IOIJOSiotas mpte,nentosi iqXJl/s.,rot Oros Stof Dinos liwutlllZl'~ Febl\uil019 Telot diol:wclton & 
SOP K:J!it,m .\bl £:lo~ , resmctmi kMeil<t:llteibt dii-ni• 

,,o►.10~ot111 mpiem<nto,i lq)ot/S,tot Oros StofOinos Febl\uil019 lelot_,notan. 
lOPAlot £:1:ron [tsmctm, kasehobHeib I lliwubnlZH dtndollonjutl 

c'IOIJOSiotas mplrnEntasi lqJat/s.rot Ohll SlofOinos liwutrll Fabu7il019 lelot-.iotano 
(Fltrn"a'hl lb11Cl 3 'ldul £:h'!>r, te,mctmi kMthlnl ttlb I 205 citindoldan)JI. 
2019) 21J£t 



59 

5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat 

Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub 

Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan 

pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 

Unit kepatuhan bertangg~mg_ jawab memantau pelaksanaan peng~lolaan risiko pada UPR. Asisten 

Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 

pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah 

disus_un, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas_ pelaksanaan pengendalian sesuai 

infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk 

memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 

Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12. 

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g) . 

Monitoring dan Evalutil ala$ Pengendallan lntem IReaUsasi) 

Pemertntah Kabupaten 'JC'fZ 
2018 

Nama Pemerintah o-rah 
Tahun Penl.aJan 
~....,Strategl& 
Un,san Pe...-;ntahan 

Menlngkatkan Der¥t Kesehatan Masyarakat 
Urusan W'liib Pelayanan Dasar lliclang Kesehalan 

RMrtJtmM renngn hnnnrer Kontirrnn~ 
kesehotan porslapon don 

loporon 
polukt.c.a,uu1, 
kv!iU.011 

Bulanan oleh 
Kepolo Olnoo 
Ke!Wlfflnn 
O~olrtur RSl/O 
Trlwulanon 
olel1 
im;pgk.lorol 

C>ktr.her 
NOV1!mber, 
C>esembof 

Ol(tobr,1. 
November, 
Oesember 

M0nltorh9 tolch 
d lalcsonokal\ 
d'dol<um<Hlla-
11r"k.ot\ dOn 
ddistribusikan 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi; maka 

pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk even~ dan dampak yang 

terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan 

efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang 

teridentifikasi menggunakan form 12. 

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko 

yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut: 

Conteh Tlnclak PengenclaUan untuk Mengata.si A imko 

Mllft'la Peft'lerlntat, Daerah 
Tahurt P9,,..._.an 
Ul'U$An .,,_~•n 

! Pem.rir\ ....... l<ab,u~ xvz 
: ;:;rou, 
! Uru&M"VVa,Jlb ~ 0-r-Bldang-~ 

No Pernyotoan P&ngen CSohon yang Penonggung Torgvt 
J.l'1s1ko dlbongun u~t~k Jowob Penyefos.olo , 

mengotosi Runko 

Rlslko Strategls 
Pem40rlntah Doeroh 

Peloyonon keseho~on 
betum momenuhi 
SPMBidong 
Kesehoton 

11 Risiko St.rat.egis CPD: 
Dinos Kesehoton 
(2019-2023) 

Sarona pendukung 
ANC kurang 
memodoi 

111 Rislko C>peroslonal 
C>PD : Dinos 
Kesehoton (2019) 

Dato lbu homil mlskin 
yong b lum memi liki 
jominon l<esehoton 
loinnya dad 
kecomoton don 
kelurahon belum odo 

Evotuosi otos 
lmptem nt.osi SOP 
Persolinon 

Evaluosl otos 
lmplementosl SOP 
Atot Kolibrosi 

Evoluosi otos 
tmplementasi 
Stander Petoyanon 
Puskemos 

Evoluosi atos 
lmplementosi 
(Permenkes Nomor 3 
Tohun 2019) 

wolikoto TriVtJulon u 

Kepola Dinos Trlwulon II 

Keporo Dinos Triwuton u 

Kepola Bogian Trh,vulon I 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk 
evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan 
Pengelolaan Risik31 
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IV. PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko , pemerintah daerah perlu menyusun laporan 
terkait dengan pengelolaan risiko setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan 
Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 
A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah , penilaian risiko 
strategis (entitas) Perangkat Daerah / SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan 
Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko . 
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan 
kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 
Sebelum difinalkan , draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu 
dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait,' sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko 
tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan 
dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait . 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan , dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas 
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis 
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2. 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut : 
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi : 

a . Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh 
setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b . Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 
Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi : 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai 

dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 
b . Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat 

Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan . 
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi : 

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan; 
b . Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan. 

C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan 
Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah . 

,-:;;.-- . 
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